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MOTTO 

 

 فَإِنَّ مَعَ ٱلْعسُْرِ يسُْرًا
 

 إنَِّ مَعَ ٱلْعسُْرِ يسُْرًا
 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan” 

 

(Q.S Al-Insyirah [94] : 5-6) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 
 

A. Umum 
 

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam 

tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam 

bahasa Indonesia. termasuk dalam kategoriini ialah nama Arab dari 

bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis 

sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang 

tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku 

dalam gootnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan 

ketentuan transliterasi. 

 Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan 

dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. 

Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit 

tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas 

Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan 

EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan 

Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 

0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman 

Transliterasi bahasa Arab (A Guidge Arabic Transliteration), INIS 

Fellow 1992. 
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B. Konsonan 
 

 Tidak dilambangkan = ا
 
 B = ب

 
 T = ت

 
 Ta = ث

 
 J = ج

 
 H = ح

 
 Kh = خ

 
 D = د

 
 Dz = ذ

 
 R   = ر

 
 Z = ز

 
 S = س

 
 Sy   = ش

 
 Sh   = ص

 dl = ض
 
 th = ط

 
 dh = ظ

 
 (mengahadap ke atas) „ = ع

 
 gh = غ

 
 f = ف

 
 q = ق

 
 k = ك

 
 l = ل

 
 m = م

 
 n   = ن

 
 w  = و

 
 h   = ه

 
 y   = ي

 

 Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila 

terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti 

vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah 

atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas („), 

berbalik dengan koma („) untuk penggantian lambang ع. 
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C.  Vokal, Panjang dan Diftong 
 

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latinvokal 

fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, 

sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara 

berikut: 

Vokal Panjang Diftong 

a = fathah 
 

i = kasrah 
 

u = dlommah 

Â 

î 

û 

 menjadi qâla قال

 menjadi qîla قيل

  menjadi dûna دون

 
 

Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan 

dengan “ î ”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat 

menggambarkan ya‟ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara 

diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. 

Perhatikan contoh berikut: 

Diftong Contoh 

aw = و 
 

ay = ي 

 menjadi qawlun قول
 

 menjadi khayrun خير

D.  Ta’marbûthah(ة) 
 

Ta’ marbûthah ( ة)ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah 

kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka 
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ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الر سا لة لمد سة 

menjadi al- risalah li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah 

kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka 

dytransiterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan 

kalimat berikut, miasalnya في رحمةالله menjadi fi rahmatillâh. 

 

E.  Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah 
 

Kata sandang berupa “al”( ال)dalam lafadh jalâlah yag erada di 

tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka 

dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut : 

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan……………………… 
 

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ………….. 
 

3. Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun 
 

4. Billâh ‘azza wa jalla 
F. Hamzah 

 
Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila 

terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam 

tulisan Arab berupa alif. 

Contoh : شيء - syai’un امرت - umirtu 

 
 

-ta’khudzûna  تاْخذون               an-nau’un   نوع 
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G. Penulisan Kata 
 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, 

ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan 

huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada 

huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi 

ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

khairar- râziqȋn  lahuwa innallâha wa   contoh - انالله لهوخير  و

  الرازقين

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, 

dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan 

huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf 

capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang 

ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan 

huruf awal kata sanfangnya. 

Contoh : ومامحمد إلارسول =  wa maâ Muhammadun illâ Rasûl 

 
linnâsi dli’a wu baitin Awwala inna  =    إناأول بيت وضع للنا س 

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu 
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disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang 

dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan. 

qarȋb fathun wa minallâhi nashrun  = نصر من الله وفتح قريب: Contoh 

 
jamȋ’an al-amru lillâhi  =            لله الأمرجميعا 

 
Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, 

pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dengan ilmu tajwid.
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ABSTRAK 
 

Della, Ersya Aprilia, 17220075. 2021. Implementasi Peraturan Menteri 
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 dalam Fenomena 
Fluktuasi Harga Telur Ayam saat Pandemi Covid-19 (Studi di Desa Turirejo 
Kecamatan Lawang Kabupaten Malang). Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi 
Syariah. Fakultas Syariah.  Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing : H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum. 

Kata Kunci: Fluktuasi Harga; jual beli; mashlahah. 

Jual beli merupakan suatu kelaziman yang tejadi di tengah tengah masyarakat. 
Indonesia sebagai Negara yang mayoritas memiliki penduduk Islam, tentunya 
masyarakatnya diharapkan mampu menjalankan transaksi jual beli yang telah diajarkan 
sesuai syari’at Islam, dengan memenuhi syarat dan rukun jual beli supaya tercipta jual 
beli yang sah. Jual beli telur ayam adalah kegiatan yang sering dijumpai dihampir 
semua pasar tradisional, terutama di Pasar Lawang. Namun ketika Virus Covid-19 ini 
menyerang Indonesia, berbagai sector mulai dari pendidikan, kesehatan,hingga 
perdagangan mengalami dampak yang tak menguntungkan bagi lapisan masyrakat. 
Seperti yang dialami oleh salah satu peternak telur ayam yang ada di Desa Turirejo, 
beliau biasanya menjual harga telur ayam pada harga Rp19.000,00 per kg, namun saat 
pandemic beliau hanya bisa menjual dengan harga Rp16.000,00 per kg. Sedangkan 
dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 7 tahun 2020 telah mengatur acuan harga 
bahan pokok, terutama telur ayam.  

 Permasalahan dalam penelitian ini adalah  bagaimana pengaruh fluktuasi harga 
telur ayam pada peternak perspektif Peraturan Menteri Perdagangan Republik 
Indonesia nomor 07 tahun 2020 dan bagaimana konsep Maslahah dalam fiqh Islam 
terkait fenomena fluktuasi harga telur ayam yang terjadi di Indonesia.  

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan pengaruh fluktuasi harga telur 
ayam pada peternak perspektif Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 
nomor 07 tahun 2020 serta untuk menjelaskan konsep Maslahah dalam fiqh Islam 
terkait fenomena fluktuasi harga telur ayam yang terjadi di Indonesia. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) yang 
mempunyai sifat deskriptif, yang bertujuan mendeskripsikan hal-hal yang terjadi sesuai 
dengan permasalahan yang dirasakan penulis, dengan upaya-upaya yang dilakukan 
seperti mencatat, menganalisis, dan mendeskripsikan. Dengan menggunakan metode 
observasi, melakukan wawancara kepada beberapa narasumber untuk mengumpulkan 
data. Lalu kemudian menggunakan teknik editing dan sistematisasi data dalam proses 
pengolahan data. Adapun pendekatan yang dilakukan yakni memakai pendekatan 
yuridis sosiologis, dengan melihat aspek hukum dalam interaksi didalam masyarakat.  
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Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh fluktuasi harga yang terjadi 
pada peternak sangat mengkhawatirkan para peternak telur Desa Turirejo Lawang. Hal 
tersebut karena produksi yang berlebih dari permintaan mengakibatkan penurunan 
harga yang drastis pada masa pandemi sehingga peternak harus menjual rugi banyak 
hasil telurnya untuk membiayai operasional sehari-hari. Melalui hal ini, Pemerintah 
kemudian merespons dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik 
Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 untuk mengatasi fenomena fluktuasi harga yang 
terjadi. Serta prinsip maslahah menjadi acuan dan patokan penting dalam bidang 
ekonomi, apalagi jika menyangkut kebijakan-kebijakan ekonomi yang minim dengan 
aturan syaraʻ yang mana terjadi kekosongan aturan hukum. Untuk mengisi kekosongan 
hukum harus didasarkan kepada situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh 
masyarakat muslim. Oleh karena itu, keputusan yang telah diambil untuk mengisi 
kekosongan hukum pada suatu saat dapat berubah pada kondisi yang lain. 
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ABSTRACT 
Della, Ersya Aprilia, 17220075. 2021. Implementation of the Regulation of the 
Minister of Trade           Republic of Indonesia Number 07 of 2020 in the Phenomenon 
of Egg Price Fluctuations Chicken during the Covid-19 Pandemic (Study in Turirejo 
Village, Lawang District Malang Regency). Essay. Sharia Economic Law Study 
Program. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. 
Supervisor : H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M. Hum. 

Keywords: Price Fluctuations; buy and sell; mashlahah 

 Buying and selling is a habit that occurs in the midst of society. Indonesia as 
a country with a majority Muslim population, of course, its people are expected to be 
able to carry out buying and selling transactions that have been taught according to 
Islamic law, by fulfilling the requirements and pillars of buying and selling in order to 
create a legitimate sale and purchase. Buying and selling chicken eggs is an activity 
that is often found in almost all traditional markets, especially in Lawang Market. 
However, when the Covid-19 virus attacked Indonesia, various sectors ranging from 
education, health, to trade experienced an unfavorable impact on the community. As 
experienced by one of the chicken egg breeders in Turirejo Village, he usually sells 
chicken eggs at a price of Rp. 19.000,00 per kg, but during a pandemic he can only sell 
at a price of Rp. 16,000.00 per kg. Meanwhile, in the Regulation of the Minister of 
Trade number 7 of 2020, the reference price for basic commodities, especially chicken 
eggs, has been regulated. 
 The problem in this study is how the effect of fluctuations in the price of 
chicken eggs on the perspective farmer of the Regulation of the Minister of Trade of 
the Republic of Indonesia number 07 of 2020 and how the concept of Maslahah in 
Islamic fiqh is related to the phenomenon of fluctuations in the price of chicken eggs 
that occurs in Indonesia. 
 This study aims to explain the effect of fluctuations in the price of chicken 
eggs on breeders in perspective of the Regulation of the Minister of Trade of the 
Republic of Indonesia number 07 of 2020 and to explain the concept of Maslahah in 
Islamic fiqh related to the phenomenon of fluctuations in chicken egg prices that occur 
in Indonesia. 
This research is a field research that has a descriptive nature, which aims to describe 
things that occur according to the problems felt by the author, with the efforts made 
such as recording, analyzing, and describing. By using the observation method, 
conducting interviews with several sources to collect data. Then then use editing 
techniques and data systematization in the data processing process. The approach taken 
is using a sociological juridical approach, by looking at the legal aspects of interactions 
in society. 
 The results of this study indicate that the effect of price fluctuations that occur 
on farmers is very worrying for egg farmers in Turirejo Lawang Village. This is 
because production that exceeds demand has resulted in a drastic drop in prices during 
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the pandemic, so farmers have to sell at a loss with a lot of their eggs to finance their 
daily operations. Through this, the Government then responded by issuing the 
Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 07 of 2020 
to overcome the phenomenon of price fluctuations that occurred. And the principle of 
maslahah becomes an important reference and benchmark in the economic field, 
especially when it comes to economic policies that are minimal with sharia rules in 
which there is a vacuum in the rule of law. To fill the legal vacuum, it must be based 
on the situation and conditions being faced by the Muslim community. Therefore, the 
decision that has been taken to fill the legal vacuum at one time may change under 
other conditions. 
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 البحثملخص 
Della  ،Ersya Aprilia  ،17220075. 2021 تنفيذ لائحة وزير .

سعار في ظاهرة تقلبات أ 2020لعام  07التجارة في جمهورية إندونيسيا رقم 
طعة )دراسة في قرية توريريجو ، مقا 19-البيض أثناء انتشار وباء كوفيد 

ي مقالات. برنامج دراسة القانون الاقتصاد لاوانج ، مقاطعة مالانج( .
مية الشرعي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكو

 فيصل عقيل المنور.مالانج. المشرف: 
 البيع و الشراء؛ مشلحة الأ سعار؛الكلمات الرئيسية: تقلبات 

أغلبية مسلمة البيع والشراء عادة تحدث وسط المجتمع. إندونيسيا كدولة ذات 
، بطبيعة الحال ، من المتوقع أن يكون شعبها قادرًا على إجراء معاملات 
البيع والشراء التي تم تدريسها وفقاً للشريعة الإسلامية ، من خلال تلبية 
متطلبات وأركان الشراء والبيع من أجل الإنشاء. بيع وشراء شرعي. يعد بيع 

د في جميع الأسواق التقليدية تقريبًا وشراء بيض الدجاج نشاطًا غالباً ما يوج
 Covid-19، لا سيما في سوق لاوانج. ومع ذلك ، عندما هاجم فيروس 

إندونيسيا ، كان لقطاعات مختلفة من التعليم والصحة إلى التجارة تأثير سلبي 
على المجتمع. حسب تجربة أحد مربي بيض الدجاج في قرية توريريجو ، 

روبية للكيلوغرام ، ولكن خلال  19.000.00 يبيع عادة بيض الدجاج بسعر
روبية للكيلوغرام. وفي الوقت  16.000.00الجائحة يمكنه البيع فقط بسعر 

، تم تنظيم السعر المرجعي  2020لعام  7نفسه ، في لائحة وزير التجارة رقم 
 للسلع الأساسية ، وخاصة بيض الدجاج.

ات في أسعار بيض الدجاج تكمن مشكلة هذه الدراسة في كيفية تأثير التقلب
 07على منظور المزارع من لائحة وزير التجارة لجمهورية إندونيسيا رقم 

وكيف يرتبط مفهوم المصلحة في الفقه الإسلامي ظاهرة تقلبات  2020لعام 
 أسعار بيض الدجاج التي تحدث في إندونيسيا.

على تهدف هذه الدراسة إلى شرح تأثير التقلبات في أسعار بيض الدجاج 
لسنة  07المربين في منظور لائحة وزير التجارة لجمهورية إندونيسيا رقم 

وشرح مفهوم المصلحة في الفقه الإسلامي المرتبط بالظاهرة. تقلبات  2020
 أسعار بيض الدجاج التي تحدث في إندونيسيا.
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هذا البحث هو بحث ميداني ذو طبيعة وصفية ، ويهدف إلى وصف الأشياء 
المشكلات التي يشعر بها المؤلف ، مع الجهود المبذولة التي تحدث حسب 

مثل التسجيل والتحليل والوصف. باستخدام طريقة الملاحظة ، إجراء 
مقابلات مع عدة مصادر لجمع البيانات. ثم استخدم تقنيات التحرير وتنظيم 
البيانات في عملية معالجة البيانات. النهج المتبع هو استخدام نهج قانوني 

 ي ، من خلال النظر في الجوانب القانونية للتفاعلات في المجتمع.اجتماع
تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن تأثير تقلبات الأسعار التي تحدث على 
المزارعين مقلق للغاية لمزارعي البيض في قرية توريريجو لاوانج. وذلك 

أثناء لأن الإنتاج الذي يتجاوز الطلب قد أدى إلى انخفاض حاد في الأسعار 
الوباء ، لذلك يتعين على المزارعين البيع بخسارة الكثير من بيضهم لتمويل 
عملياتهم اليومية. من خلال ذلك ، استجابت الحكومة بإصدار لائحة وزير 

للتغلب على ظاهرة تقلبات  2020لعام  07التجارة لجمهورية إندونيسيا رقم 
ً ه ً وعلامة مرجعية الأسعار التي حدثت. ويصبح مبدأ المصلحة مرجعا اما

في المجال الاقتصادي ، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالسياسات الاقتصادية 
المتدنية مع أحكام الشريعة التي يوجد فيها فراغ في سيادة القانون. لملء 
الفراغ القانوني ، يجب أن يقوم على الوضع والظروف التي يواجهها الجالية 

تم اتخاذه لملء الفراغ القانوني في وقت واحد المسلمة. لذلك فإن القرار الذي 
 قد يتغير بشروط أخرى.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Sebagai lmakhluk lsocial, lmanusia ltetap lmembutuhkanyorang 

lainyuntuk lberlangsungnya linteraksi lsocial. lPada ldasarnya, lkebutuhan 

manusia lmasih ltidak lmampu ldipenuhi loleh ldirinya lsendiri. lDalam 

memenuhi lkebutuhannya, lmanusa lmelakukan lhal lyang ltertuntut 

maupun lterpaksa ldemi lkeberlangsungannya. lUntuk lmelakukan lsemua 

itu lmereka lmelakukannya ldengan lberbagai lcara. lDi lantaranya ldengan 

bercocok ltanam, lbekerja lsebagai lpegawai lnegeri, lpedagang, lnelayan 

dan lsebagainya. lDari lsemua lkegiatan lusaha ltersebut ldiantaranya ljuga 

meliputi ljual lbeli.1 

Jualybeli dan perdaganganymemiliki permasalahanydan lliku-liku 

yang lrumit, ljika ldi llaksanakan ltanpa laturan-aturan ldan lnorma lyang 

tepat lmaka lakanymenimbulkan permasalahan, lkerugian, danykerusakan 

dalam lmasyarakat. lPada lintinya jual beliyadalah suatuyperjanjian 

tukarymenukar benda atauybarangyyang mempunyaiynilai sukarela 

diantara keduaybelah pihak, llyang llsatu llmenyerahkan llbenda ldanypihak 

yang llainymenerimanya lsesuaiydengan lketentuan llatau llperjanjian 

yangytelah ldibenarkan lsyara’ydan lltelah lldisepakati.2 

Jualybeli disyariatkanyberdasarkan konsensusykaum Muslimin 

(Ijma’), karenaykehidupan umatymanusia tidakybisa tegah tanpayadanya 

jual beli. Mengenai hukumyjual llbeli lldapat lldibenarkan lldalam llAl-

Qur’an dan As-Sunnah. Umatsepakatybahwa ljualybeli ldan 

pelaksanaannyaysudah berlaku atau diterapkanysejak zaman lRasulullah 

                                                             
1 Desriani, Skripsi, l“Tinjauan lHukum lIslam ltentang lPerbedaan lHarga ldalam lJual lBeli lBahan 
lPokok ldengan lJumlah lBanyak ldan lSedikit”, (Lampung : IAIN Raden Intan 2017) , 3. 
2 Ayu Komala Sari, Skripsi, “ Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Telur Ayam Tanpa Cangkang 
(Studi Kasus Pasar Tempel Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)”, (Lampung : IAIN Raden 
Intan 2017) , 4. 
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lSAW lhingga lsaat lini, yaitu yang terdapat dalam surat lQ.S lAl-Baqarah 

l(2):275, lAllah lSWT berfirman: 

بَا مَ الر ِّ ُ الْبيَْعَ وَحَرَّ  وَأحََلَّ اللََّّ
 

Artinya: l“Padahal lAllah ltelah lmenghalalkan ljual lbeli ldan 

mengharamkan lriba”. 

Allah llSWT llmensyariatkanyjual llbeli llsebagaiypemberian 

lkeluarga lldan lldari-Nya lluntukyhamba-Nya lluntuk llmengadakan 

penukaran lperdagngan lldan llsemua llyang lldirasa llbermanfaat. llDan 

tentunya llsetiap lmanusia llsecara llindivdu llmemiliki llkebutuhan berupa 

sandang, llpangan, papan, ldan lkebutuhan llainnya. 

Dari masing-masing orang yang menekuni dunia usaha ataupun 

bisnis wajiblah mengertti hal-hal atau poin-poin yang dapat menjadikan jual 

beli litu lsah latau tidak fasid (rusak). Hal tersebut memiliki maksud supaya 

kegiatan bermu’amalah berjalan dengan sah, sesuai dengan syariah, dan 

setiap kegiatannya dijauhan dari sifat-sifat keburukan dan kerusakan yang 

tidak dibenarkan dalam Islam. 

Jual beli yang dinilai baik dan lengkap menurut anjuran Islam, yaitu 

jika sudah memenuhi tiap-tiap rukun dan syarat dari jual beli. Islam 

membolehkan praktek jual beli yang didalamnya terdapat unsur saling 

menguntungkan lantara lpenjual ldan lpembeli ldan lterlepas ldari lunsur-

unsur yang mengandung riba. Serta termasuk pelarangan juga, apabila 

diantara penjual dan pembeli, mereka saling menzalimi satu sama lain 

ketika melakukan transaksi jual beli.  

Jual beli dalam praktiknya dapat terlaksana ditempat umum dimana 

biasanya orang melakukan interaksi dengan orang lain, seperti contoh di 

pasar. Pasar merupakan salah satu tempat terjadinya transaksi jual beli yang 

sangat umum bisa dijumpai, dengan berbagai macam jenis yang dijual oleh 

penjual serta beragam harga yang ditawarkan. Pasar juga merupakan pilihan 

terbaik bagi masyarkat sekitar untuk membeli dan mencukupi kebutuhan 
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sehari-hari mereka, seperti bahan sembako yang tentunya harganya lebih 

murah disbanding harus berbelanja ke mall atau ke super market yang ada 

di daerah mereka. Bahan sembako di pasar merupakan jenis yang sangat 

mendomininasi pedagang disana, seperti menjual beras, minyak goreng, 

jagung, gula daging sapi, telur ayam, dan lain-lain, sebab kebutuhan tersebut 

menjadi incaran utama bagi masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. 

Telur sebagai bahan makanan pokok membuat banyak masyarakat 

yang hampir setiap hari membutuhkannya. Mulai dari penjual makanan siap 

saji, untuk bisnis kue, maupun untuk konsumsi makanan sehari-hari. 

Meningkatnya konsumsi telur banyak orang-orang alih profesi menjadi 

peternak ayam petelur dan pedagang telur. Peternak ayam petelur biasanya 

menjualnya pada penjual toko kelontong atau toko sembako lalu selanjutnya 

akan diecerkan ke masyarakat.3 

Saat pandemi Covid-19 ini menimpa Negara Indonesia, beberapa 

sektor kehidupan mengalami penurunan, seperti pada bidang transportasi, 

pariwisata, umkm, pendidikan, dan terutama perekonomian. Tidak sedikit 

juga masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya karena 

diberhentikan atau pemutusan hak kerja. Yang tentunya hal tersebut sangat 

berdampak terhadap penghasilan mereka. Selain itu, banyak pedagang, 

wirausahawan mengalami banyak kerugian, bahkan beberapa brand besar 

makanan pun ada yang harus menutup usahanya dikarenakan kerugian yang 

dialaminya. Termasuk berpengaruh pada harga bahan pokok yang 

mengalami naik turun yang sangat signifikan, seperti harga beras, cabai, 

gula, daging sapi dan ayam, serta telur ayam. Fenomena fluktuasi harga 

tersebut sangat berpengaruh bagi banyak petani. Terutama bagi masyarakat 

menengah ke bawah apabila terjadi pelonjaka harga sembako yang tinggi 

membuat mereka harus sangat menghemat pengeluaran di tengah kesulitan 

ekonomi saat pandemi ini.  

                                                             
3 Sella Novita, Skripsi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Ayam di Ronowijayan 
Siman Ponorogo”, (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta 2019), 2. 
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Adapun seperti yang sedang dialami oleh salah satu peternak telur 

ayam yang ada di Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. 

Beliau merasakan dampak pandemic covid-19 ini dalam usaha 

peternakannya yang mengalami naik turunnya harga jual telur ayam dalam 

jangka waktu yang begitu singkat. Hal ini telah dirasakan peternak telur 

sejak bulan Agustus 2020 hingga beberapa bulan setelahnya. Penjualan telur 

ayam dengan harga yang relative menurun dikarenakan dampak pandemi 

ini, tidak berbanding lurus dengan biaya para peternak telur ayam dalam 

mengeluarkan biaya untuk pakan ayam yang harus secara rutin diberikan 

kepada ayam mereka. Harga pakan ayam yang dirasa mengalami kenaikan 

harga sangat berpengaruh bagi peternak, sehingga apabila harga jual telur 

ayam menurun namun harga pakannya meningkat maka para peternak telur 

ayam akan merasakan kerugian yang sangat berarti ditengah masa sulit 

pandemic covid-19 ini. Meskipun peternak telur ayam berusaha 

mempertahankan harga yang dianggapkannya sesuai dengan perhitungan 

perawatan ayam dan pakannya, tetap saja harga pasar dan beberapa 

pedagang lain juga mengikuti penurunan.  

Dalam lPeraturan lMenteri lPerdagangan lnomor l07 ltahun l2020 

tentang lPenetapan lHarga lAcuan lPembelian ldi lPetani ldan lHarga Acuan 

Penjualan lKonsumen ltelah lmengatur ltentang lharga lbahan lpokok. 

Terdapat 9 bahan pokok yang telah diatur didalam Peraturan Menteri 

Perdagangan, diantaranya beras, ljagung, lkedelai, lgula, lminyak lgoreng, 

bawang lmerah, ldaging lsapi, ldaging layam, ldan ltelur layam.Penetapan 

harga telur ayam yaitu Rp 18.000 yang merupakan harga pembelian dari 

peternak ayam4. Jadi apabila terjadi  penurunan harga pasar, maka akan 

sangat merugikan peternak telur ayam. Fenomena ini juga terjadi di 

beberapa kota di Indonesia, banyak peternak telur ayam yang merasa 

usahanya tidak menghasilkan keuntungan. Karena faktor harga pakan ayam 

yang naik, sedangkan harga telur ayam yang kian menurun.  

                                                             
4 Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan nomor 7 tahun 2020. 
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Dalam Islam tidak ada dalil yang menetapkan harga dari suatu 

barang. Namun dalam Ushul Fiqih terdapat Mashlahah. Mashlahah 

menurutypengertian syara’ padaydasarnya di kalanganyulama ushul 

mempunyai pandangan yangysama, meskipunyberbeda-beda dalam 

memberikanydefenisi. Jalaluddin Abdurrahmanymisalnya, memberikan 

definisi masalahatyialah “memelihara hukum syara terhadap berbagai 

kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan 

berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka”. SedangkanyImam 

Abu Hamid Al-Ghazali (W.505H), mendefenisikan maslahat pada dasarnya 

ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak 

kemudaratan. Imam Ibnu Taimiyyah (W.728H), sebagimana yang dikutip 

oleh Muhammad Abu Zahrah , mengatakanybahwa masalahatyialah 

pandanganymujtahid tentangyperbuatan yang mengandungykebaikan yang 

jelas danybukan perbuatanyyang berlawananydengan syara’.5  

Dari ketiga definisi diatas, baik yang dikemukakan oleh Jalaluddin 

Abdurrahman, Imam Abu Hamid Al-Ghazali (W. 505H), maupun Imam 

Ibnu Taimiyyah (W.728H), padaprinsipnya mengandung lesensi lyang 

sama. lArtinya, lmasalahat lyang ldimaksudkan ladalah lkemaslahatan yang 

menjadi ltujuanysyara’, lbukan lkemaslahatanyyang lsemata-mata 

berdasarkan lkeinginan ldanyhawa lnafsu lmanusiaysemata. lSebab disadari 

sepenuhnya lbahwa ltujuan lpensyari’atan lhukum, ltidak llain 

adalahyuntuk lmerealisir lkemaslahatan lbagi lmanusia, ldalamysegala lsegi 

dan laspekykehidupan ldidunia, lagaryterhindar ldari lberbagai 

bentukyyang lbisa lmembawa lkepada lkerusakan. lDengan lkataylain, 

setiap lketentuan lhukumyang ltelah ldigariskan loleh lsyari’ ladalah 

bertujuanyuntuk lmenciptakan lkemaslahatanybagi lmanusia. lDan ltidak 

dapat ldiragukan llagi, lbahwa lkemaslatan litu ltidak ldapat ldicermati 

secara lseksama ldan ltidak ldirespon ldengan lketetapan lyang lsesuai, 

hanya lterpaku lpada ladanya ldalil lyang lmengaturnya. lKedudukan 

                                                             
5 Muksanan Pasaribu, “Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, 
Vol.1, No.04, Desember 2014, 352. 
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mashlahah mursalahymerupakan bagian dari syariat, yang tidak boleh 

dikesampingkan, meskipun iaytidak disebut dalam nashysecara tekstual 

secaraysubstansial dihajatkanyoleh manusia dalamymembangun 

kehidupanymereka.6 

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun 

Islam tidak mengatur secara rinci tentang penentuan harga bahan pokok, 

peraturan Menteri Perdagangan yang membuat peraturan nomor 7 tahun 

2020 merupakan suatu kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat 

Indonesia dan dapat dijadikan acuan bagi penjual ataupun para peternak 

dalam menetapkan harga bahan pokok. Dan jika terjadi fluktuasi harga 

bahan pokok, selama masih sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan  

tersebut, maka tidak akan terlalu merugikan penjual atau peternak.  

Berdasarkan luraian ldiatas, lpenulis ltertarik lmelakukan lpenelitian 

tentang lPengaruh lFluktuasi Harga Telur Ayam Saat Pandemi Covid-19 

Terhadap Peternak Perspektif Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 

tahun 2020. Karena telur merupakan bahan pokok yang sangat dibutuhkan 

masyarakat, apabila terjadi naik turunnya harga akan berpengaruh bagi 

penjual ataupun konsumen, sehingga penulis ingin meneliti naik turunnya 

harga telur di peternak ayam di Desa Turirejo, dan penerapan Peraturan 

Menteri Perdagangan dalam penetapan harga telur serta integritas peraturan 

tersebut dengan Mashlahah dalam fiqih Islam. 

 
B. RumusanyMasalah 

Berdasarkanylatar belakang yangytelah tertera diatas, permasalahan-

permasalahan yang terdapatydalam penelitianyini dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

                                                             
6 Muksanan Pasaribu, “Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, 
Vol.1, No.04, Desember 2014, 352. 
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1. Bagaimanaypengaruh fluktuasi harga telur ayam pada peternak 

perspektif Peraturan MenteriyPerdagangan Republik Indonesiaynomor 

07 tahun 2020 ? 

2. Bagaimana konsep Mashlahah dalam fiqih Islam terkait fenomena 

fluktuasi harga telur ayam yang terjadi diyIndonesia ? 

C. TujuanyPenelitian  

Berdasarkanyrumusan masalah permasalahan di atas, berikut tujuan 

dilakukannya penelitianyini: 

1. Untuk menjelaskan pengaruh fluktuasi harga telur ayam pada peternak 

perspektif PeraturanyMenteri Perdagangan RepublikyIndonesia nomor 

07 tahun 2020. 

2. Untuk menjelaskan konsep Mashlahah dalam fiqih Islam terkait 

fenomena fluktuasi harga telur ayam yang terjadi di Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 
Adanya penelitian skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan lMenteri 

Perdagangan lRepublik lIndonesia lnomor l07 ltahun l2020 ldan Konsep 

Mashlahah dalam Fenomena Fluktuasi Harga Telur Ayam saat Pandemi 

Covid-19 (Studi di Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)" 

memiliki daya manfaat yang diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi 

khalayak ramai. lManfaat lyang ldiharapkan lpenulis ldengan ladanya 

penelitian lini, lyakni lsebagai lberikut l: 
1. Manfaat lsecara lteoritis l 

a. Memberikan teori keilmuan yang berkaitan dengan fenomena 

fluktuasi harga bahan pokok terutama telur yang sering terjadi di 

Indonesia dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan 

Republik Indonesia; 
b. Selain itu, untuk digunakan sebagai bahan rujukan bagi 

penelitian selanjutnya terhadap permasalahan sejenis dan 

berbagai kemaslahatan yang dapat diambil dari penelitian ini.  

2. Manfaat secara praktis  
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Manfaat penelitian dari sudut pandang praktis yaitu keberfungsian 

yang secara langsung dapat digunakan yakni: 
a. Bagi Peneliti  

Sebagai mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah yang juga 

mempelajari Fiqih Muamalah dan Hukum Ekonomi Islam di 

Indonesia diharapkan peneliti mampu memenuhi tugas akhir 

untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) dan memahami 

permasalahan fluktuasi harga telur ayam di Desa Turirejo. 

b. Bagi Masyarakat 

Agar masyarakat dapat memahami dengan baik penyebab 

terjadinya fluktuasi harga telur ayam dan peran Peraturan 

Menteri Perdagangan Republik Indonesia dalam fenomena 

tersebut.  

 

E. Definisi Operasional 

Dalam skripsi ini, peneliti melakukan penelitian di daerah Desa Turirejo 

Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Untuk menghindari adanya 

kerancuan istilah, maka peneliti menjelaskan beberpa definisi operasional 

dalam tulisan ini sebagai berikut:  

1. Fluktuasi Harga  

Fluktuasiyadalah gejala yang menunjukkan turun-naiknya harga, 

keadaan turun-naik hargaydan sebagainya, atauyperubahan (harga 

tersebut) karenaypengaruh permintaanypenawaran. Sedangkan harga 

adalah nilaiybarang yang ditentukan latau ldirupakan ldengan luang, 

jumlah luang latau lalat ltukarylain lyang lsenilai, lyang lharus 

dibayarkan luntuk lproduk latau ljasa, lpada lwaktu ltertentu ldan ldi 

pasar ltertentu.7 Fluktuasi adalah lonjakan atau ketidaktetapan 

segalaysesuatu yang bisa digambarkan dalam sebuahygrafik. Seperti 

                                                             
7 Rista Aprilia, Skripsi, “Fluktuasi lHarga ldan lSistem lPengambilan lKeuntungan ldalam lJual 
lBeli lTiket lPesawat lPerspekti lHukum lIslam”, (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan 
2017), 14. 
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fluktuasi harga barang, guncangan, Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), fluktuasi adalah gejala yang menunjukkan keadaan 

turun-naiknya harga atau sebagainya, dan perubahan harga tersebut 

dikarenakan pengaruh permintaan dan penawaran. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fluktuasi pasar yaitu 

sebagai berikut:  

a. Pemerintah memiliki pengaruh yang sangat besar dalam 

terjadinya fluktuasi. Kebijakan fiskal dan moneter dari pemerintah 

memberikan efek yang signifikan dalam pasar. Kebijakan moneter dan 

fiskal adalah dua kebijakan untuk mengatur perekonomian dan 

mengatasi kondisi ekonomi seperti krisis ekonomi atau inflasi yang 

terlalu tinggi.  

b. Transaksi Internasional Negara yang lebih domainan mengekspor 

barang akan terus membawa uang kedalam negara mereka, artinya 

semakin banyak menjual barang keluar negeri maka semakin banyak 

menghasilkan pendapatan negara tersebut. 

c. Penawaran dan Permintaan Penawaran dan permintaan untuk 

produk, mata uang atau investasi lainnya bisa menimbulkan dinamika 

naik turunnya pada harga. Harga dan suku bunga akan berubah seiring 

berjalannya waktu dengan adanya penawaran danypermintaan. Jika 

penawaran dan permintaan berkurang, makayharga akan naik. 

Sedangkan jika penawaran naik melebihi permintaan, maka harga akan 

turun. Jikaypenawaran cenderung stabil atau tetap, makayharga bisa 

berfluktuasi.8 

2. Jual lBeli 

Jualybeli ldalam listilah lfiqih ldisebutydengan lal-bai’ yangyberarti 

menjual, lmengganti, ldan lmenukar lsesuatuydengan sesuatu 

yangylain. Lafal al-bai’ dalam bahasayArab terkadang digunakanuntuk 

pengertian lawannya, yakniykata asy-syira (beli). Denganydemikian, 

                                                             
8 Mahmuddin, Skripsi, l“Analisis lFluktuasi ldan lTrend lHarga lTelur lAyam lRas ldi lKota 
lMakassar”, l(Makassar: lUniversitas lMuhammadiyah lMakassar l2020), l9. 
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kata lal-bai’ lberarti ljual, ltetapiysekaligus ljugaberarti lbeli. Sedangkan 

menurut istilah yang dimaksud jualybeli atau bisnisyadalah menukar 

barangydengan barangyatau barang denganyuang denganyjalan 

melepaskan hakymilik dari yang satu kepadayyang lain atas dasar 

salingymerelakan. Menurut  Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi 

Menurutysyara, pengertian jualybeli yang paling tepatialah memiliki 

sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara’, 

sekedarymemiliki manfaatnya sajayyang diperbolehkan syarayuntuk 

selamanya yangydemikian itu harusydengan melaluiypembayaran 

yangyberupa uang. 9 

3. Mashlahah  

Mashlahah ah mursalah terdiri dariydua kata, yaitu kata mashlahah 

dan mursalah. Secara etimologis, kataymaslahah merupakanybentuk 

masdar (adverb) yang berasal dari fi‘ll (verb), yaitu shaluha. Dilihat dari 

bentuk-nya, di sampingykata maslahah merupakanybentuk adverb, ia 

juga merupakan bentuk ism (kata benda) tunggal (mufrad, singular) dari 

kata masâlih (jama‘, lplural). lKata lmaslahah liniytelah ldiserap 

keydalam lbahasa lIndonesiaymenjadi lmaslahat, lbegitu ljugaykata 

manfaat ldan lfaedah. lDalam lKamus lBesar lBahasayIndonesia, 

dibedakan antaraykata maslahatydengan kemaslahatan. Kata maslahat 

diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan 

guna. Sedangkankata kemaslahatan mempunyaiymakna kegunaan, 

kebaikan, manfaat, kepentingan. Dariysini dengan jelas bahwayKamus 

Besar Bahasa Indonesia melihat bahwaykata maslahat 

dimasukkansebagai kataydasar, sedangkan kataykemaslahatan 

dimasukkan sebagaiykata benda jadian yang berasal dari kata maslahat 

yang mendapatkan awalan ke dan akhiran an. Secara etimologis, kata 

maslahahymemiliki arti: manfa‘ah, faedah,ybagus,baik (kebaikan), 

gunay(kegunaan). 

                                                             
9 Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, Vol.3, No.02, Desember 2015, 241. 
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F. SistematikayPenulisan  

Sistematikaypenulisan merupakanyrangkaian urutanydari beberapa 

uraian lsuatu lsystem lpembahasan ldalamysuatu lkarangan lilmiah. lDalam 

penulisan lproposal lini lsecara lkeseluruhan lterdiri ldari l5 lbab lyang 

masing-masing bab lterdiri ldari lsub lbab lyang lterangkai ldan 

berhubungan lsatu lsama llain, lsehingga lmembentuk lsuatu luraian lyang 

sistematis. lAdapun lsistematika lpenelitian lini ldapat ldiuraikan lsebagai 

berikut: 

Bab Pertama yang merupakan pendahuluan yang berisi tentang 

penelitian yang dibahas, berupa latar belakang penulis membahas penelitian 

guna memperjelas timbulnya ide permasalahan dengan judul tentang yaitu 

“Implementasi Peraturan lMenteri lPerdagangan lRepublik lIndonesia 

nomor l07 ltahun l2020 ldan Konsep Mashlahah dalam Fenomena Fluktuasi 

Harga Telur Ayam saat Pandemi Covid-19 (Studi di Desa Turirejo 

Kecamatan Lawang Kabupaten Malang).” Serta juga memuat tentang llatar 

belakang lmasalah, lrumusan lmasalah, ltujuan lpenelitian, lmetodologi 

penelitian, lpenelitian lterdahulu, ldan lsistematika lpenelitian 

Bab lkedua l lyang lberisikan ltinjauan lpustaka lyang ltersusun latas 

teori lumum lyang lmerupakan ldasar-dasar lpemikiran lyang lpenulis 

gunakan luntuk lmenguraikan lpermasalahan lyang lditeliti, lyang lberisikan 

tentang lpengertian lfluktuasi lharga, llatar lbelakang ldiciptakannya 

Peraturan lMenteri lPerdagangan lNomor l07 ltahun l2020 ldan pengertian 

Mashlahah serta integritasnya dalam fenomena yang sedang terjadi. 

Bab Ketiga yang memaparkan tentang metode penelitian yang 

digunakan untuk mencapai tujuan dari penelitian. Bab ini mencakup ljenis 

penelitian, lpendekatan lpenelitian, ljenis ldan lsumber ldata lyang 

digunakan, lmetode lpengumpulan ldata ldan lmetode lpengolahan ldata. 

Metode lpenelitian lmerupakan instrument penting dalam sebuah penelitian 

ilmiah. Dengan adanya metode penelitian ini lmaka lpenelitian lyang 

dilakukan ldapat lberjalan lsecara lterarah ldan lsistematis lsehingga 
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mendapatkan lhasil lyang lmaksimal ldan dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. 

Bab Keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang 

tersusun dari hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan bahan hukum 

yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan narasumber, observasi, 

serta hasil dari beberapa literature seperti jurnal dan penelitian terdahulu dan 

pembahasan merupakan hasil analisis penulis terhadap permasalahan yang 

dirumuskan dalam penelitian ini.  

Bab Kelima merupakan inti dari penelitian yang telah dilakukan. 

Pada bab ini adalah bagian penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan 

inti dari rumusan masalah yang penulis paparkan. Kesimpulan inilah yang 

menjadi langkah akhir dari analisis data untuk penyempurnaan penelitian. 

Kesimpulan yang diambil merupakan keseluruhan data-data yang diperoleh 

dan sudah dianalisis selama kegiatan penelitian berlangsung. Selain itu, 

pada bagian ini berisikan saran peneliti bagi lobjek lpenelitian, lsaran lbagi 

khalayak lumum ldan lbagi lpeneliti lselanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian lTerdahulu l 

Berikut lmerupakan lpaparan lpenelitian lterdahulu lmengenai lnaik 

turunnya harga telur serta faktor yang mempengaruhinya dimana penelitian 

terdahulu ini mempunyai korelasi terhadap penelitian yang dikaji oleh penulis 

dengan menggunakan beberapa fokus kajian baik berupa jurnal maupun skripsi 

: 

1. Penelitian Sella Novita 

Sella Novita dalam skripsinya tahun 2019, meneliti tentang 

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Ayam di 

Ronowijayan Siman Ponorogo. Dalam pembahasannya, Sella 

Novita melakukan penelitian ke salah satu peternak ayam petelur 

dan pembeli telur ayam yang kemudian dijual lagi di Ronowijayan 

Siman Ponorogo serta Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Jual 

Beli Telur di Ronowijayan Siman Ponorogo. Dan menghasilkan 

kesimpulan bahwa praktek jual beli telur ayam di Ronowijayan 

dalam tinjauan hukum Islam terdapat unsur garar (jual beli yang 

samar). Hal ini kemungkinan bisa terjadi penipuan dan termasuk jual 

beli yang dilarang karena mencampurkan telur yang cacat dan 

ditutup dengan telur yang bagus di atasnya. Adanya unsur 

kesengajaan yang dilakukan oleh pihak peternak tentunya dilarang 

oleh hukum Islam dan sangat merugikan serta mengecewakan para 

pembeli. Selain itu, telur cacat yang sengaja dicampurkan tersebut 

juga belum tentu layak untuk dikonsumsi. Dilihat dari permasalahan 

ini pihak peternak lah yang berdosa, dan pihak peternak sendiri tidak 

bersedia untuk bertanggung jawab dan mengganti telur yang cacat 

apabila ada pembelinya yang komplain, mereka menolak dan tidak 
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bersedia memenuhi hak ‘khiyār aib dari para pembeli, dalam hal ini 

jelas tidak diperbolehkan sehingga tidak sah jual beli tersebut. 

2. Penelitian Siti Komsinah 

Siti Komsinah dalam skripsinya tahun 2017, meneliti tentang 

Faktor-Faktor lyang lMempengaruhi lKenaikan lHarga lSembako 

Ditinjau ldari lEkonomi lIslam, lSiti lKomsinah lmembahas 

permasalahan ltentang lfaktor-faktor lyang lmempengaruhi 

kenaikan lharga lsembako ldan ltinjauan lEkonomi lIslam mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan harga. Adapaun dengan 

permasalahan tersebut, Siti Komsinah menyimpulkan bahwa 

beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan harga yaitu karena 

adanya faktor produksi, distribusi, sumber pasokan, penawaran 

permintaan, dan kebijakan pemerintah. Kenaikan harga sembako di 

pasar Raman Utara juga berpengaruh pada tingkat penjualan dan 

pembelian barang. Dalam hal distribusi dikarenakan pengiriman 

barang sedikit maka akan menyebabkan terjadinya kenaikan harga. 

Hal ini dapat menyulitkan pedagang untuk mendapatkan barang 

tersebut. Kemudian hasil produksi menetukan naiknya harga 

dipasaran. Jika barang yang dihasilkan sedikit, maka terjadi 

kenaikan harga. Biasanya disebabkan kondisi cuaca yang tidak 

memungkinkan, sehingga barang yang dihasilkan kualitasnya tidak 

bagus. Hal ini yang menjadikan harga sembako naik turun atau tidak 

stabil. jika tinjauan Ekonomi Islam dalam menanggapi kenaikan 

harga di Pasar Raman Utara sepenuhnya ada yang masih belum 

sesuai dengan beberapa prinsip-prinsip Ekonomi Islam.  

3. Penelitian Sri Widiawati 

Sri Widiawati dalam skripsinya tahun 2020 yang berjudul lTinjauan 

lHukum lIslam lterhadap lJual lBeli lTelur lAyam lBlorok ldi lDesa 

lSuren lKecamatan lMlarak lKabupaten lPonorogo. lDalam 

skripsinya, lSri lmeneliti ltentang l ltinjauan lhukum lIslam terhadap 

akad ljual lbeli ldan lhak lkhiyar ldalam ljual lbeli ltelur layam 
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blorok ldi lDesa lSuren lKecamatan lMlarak lKabupaten lPonorogo. 

Dan lmengahasilkan lkesimpulan lBahwa lakad lyang ldilakukan 

dalam ljual lbeli ltelur layam lblorok ldi lDesa lSuren lKecamatan 

Mlarak lKabupaten lPonorogo luntuk lrukun ldan lsebagian lsyarat 

jual lbeli ldalam lIslam lsudah lterpenuhi. lAkan ltetapi lterkait 

dengan lsyarat lMa’qud l‘alaihi l(barang lyang lmenjadi lobjek ljual 

beli) ldalam lpraktik ljual lbeli ltelur layam lblorok ldi lDesa lSuren 

belum lterpenuhi. lHal ltersebut ldapat lmengakibatkan ltimbulnya 

unsur lgharar lmenyangkut lwaktu lpenyerahan, lkarena lbarang 

yang ldijual ltidak ldiketahui lkapan ladannya, lBahwa lhak lkhiyar 

yaitu lkhiyar lmajlis ldalam lakad ljual lbeli ltelur layam lblorok ldi 

Desa lSuren lKecamatan lMlarak lKabupaten lPonorogo, lbelum 

dipraktikan lsesuai ldengan lyang lditentukan ldalam lhukum lIslam 

karena lpihak lyang lmelakukan ltraksaksi lkhususnya lpihak 

pembeli ltidak ldiberikan lhak lkhiyar lmajlis loleh lpihak lpenjual 

dengan lberbagai lalasan. lSeharusnya lpenjual lmemberikan lhak 

khiyar lyaitu lkhiyar lmajlis ldalam ljual lbeli ltelur layam lblorok 

yang lmeraka llakukan lsehingga lpihak lpembeli ltidak lmerasa 

dirugikan ldengan ltidak ladanya lhak lkhiyar lmajlis.  

4. Nyak Ilham 

Dalam jurnalnya yang telah terbit pada 25 Juni 2019 dengan judul 

Fluktuasi Harga Telur Ayam Ras dan Faktor Penyebabnya. Nyak 

Ilham dalam jurnal tersebut sedang membahas dan menganalisis 

fluktuasi harga telur ayam ras dan  mengidentifikasi faktor-faktor 

yang memengaruhi fluktuasi harga telur ayam ras. Keluaran yang 

diharapkan adalah rekomendasi kebijakan pengendalian harga telur 

ayam ras. Kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa Harga telur 

selama lima tahun terakhir terus meningkat. Pada tahun 2018, rata-

rata harga telur ayam ras lebih tinggi dibandingkan empat tahun 

sebelumnya dengan fluktuasi harga yang tinggi dengan CV 8,18. 

Harga telur di tingkat konsumen sedikit lebih fluktuatif 
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dibandingkan di tingkat produsen dengan pola pergerakan yang 

relatif sama. Harga telur yang tinggi di sentra produsen di Jawa 

Barat, mendorong harga di tingkat konsumen utama DKI Jakarta 

naik. Pedagang telur menurunkan disparitas harga agar produknya 

laku terjual pada saat harga produsen dan konsumen naik, karena 

daya tahan telur tidak lama disimpan. Selain disebabkan faktor 

fundamental seperti kenaikan harga pakan dan harga DOC serta 

struktur pasar unggas nasional cenderung oligopolistik di pasar input 

dan oligopsoni di pasar output, kenaikan harga telur disebabkan 

berkurangnya produksi telur akibat serangan penyakit pada ayam 

yang menyebabkan produksi menurun tajam. Pada saat yang sama, 

pemerintah juga melarang penggunaan AGP pada pakan ternak. 

Akibatnya pasokan, terutama dalam tonase telur jauh menurun, 

walaupun populasi ayam ras petelur tidak menurun tajam.  

5. Imron Rosyadi 

Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammdiyah 

Surakarta ini memiliki Jurnal yang bejudul Mashlahah Mursalah 

sebagai Dalil Hukum yang telah terbit pada 1 Mei 2014. Dalam 

jurnalnya, Imron menelaah secara mendalam bagaimana jika 

Mashlahah Mursalah sebagai Dalil dari suatu hukum. Ia membahas 

dengan menjabarkan definisi Mshalah Mursalah terlebih dahulu, 

lalu Kehujjahan Mashlahah Mursalah sebagai Dalil Hukum. Dengan 

meneliti secara detail, Imran mendapat kesimpulan bahwa 

mashlahah mursalah itu adalah salah satu dalil hukum Islam untuk 

menetapkan hukum baru yang belum ada konfirmasinya di dalam 

sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan as-Sunnah al- Maqbulah, 

baik diterima maupun ditolak. Dalam studi usul fikih, mashlahah 

mursalah sebagai dalil hukum ini digagas oleh Imam Malik bin Anas 

(W.179H). Para ahli usul fikih masih berbeda pendapat tentang 

kehujahan mashlahah mursalah sebagai dalil hukum. Secara umum, 

pengguna mashlahah mursalah ini adalah ahli usul fikih dari 
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kalangan madzhab Maliki dan ahli usul lainnya yang menganggap 

baik untuk digunakan dalam memecahkan problem umat akibat dari 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 

No Nama  Judul Penelitian  Persamaan  Perbedaan  

1. Sella Novita 

(Skripsi : 

Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta, 

2019) 

Tinjauan lHukum Islam 

Terhadap lJual lBeli 

Telur lAyam ldi 

Ronowijayan lSiman 

Ponorogo l 

Terdapat 

integritas dengan 

hukum 

Islamnya. 

Penelitian lini 

praktek ljual 

beli lyang 

terjadi ldan 

terdapatnya 

kecacatan lpada 

telur layam dan 

terdapat lunsur 

ghara l(jual beli 

yang lsamar). 

2.  Siti Komsinah 

(Skripsi l: lIAIN 

lMetro, l2017)  

Faktor-Faktor lyang 

Mempengaruhi 

Kenaikan lHarga 

Sembako lDitinjau ldari 

Ekonomi lIslam l l 

Meneliti 

fenomena 

kenaikan harga 

yang terjadi di 

lingkungan 

penulis. 

Tinjauannya 

hanya dari 

Hukum 

Ekonomi Islam 

tidak ada 

Hukum 

Positifnya. 

3. Sri Widiawati 

(Skripsi l: lIAIN 

lPonorogo, 

l2020) 

 Tinjauan lHukum 

lIslam lterhadap lJual 

lBeli lTelur lAyam 

lBlorok ldi lDesa 

lSuren lKecamatan 

 Penelitian lini 

lsama-sama 

lmembahas 

ltentang 

lprakterk ljual 

lbeli ltelur layam 

Pembahasan 

tentang akad 

jual beli, hak 

khiyar sangat 

detail. 
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lMlarak lKabupaten 

lPonorogo l 

di llingkungan 

penulis dan 

tinjauan dalam 

Hukum Islam. 

4. Nyak Ilham, 

Saptana (Jurnal 

: Pusat Sosial 

Ekonomi dan 

Kebijakan 

Pertanian, 2019) 

Fluktuasi Harga Telur 

Ayam Ras dan Faktor 

Penyebabnya 

Penelitian ini 

sama-sama 

memaparkan 

tentang naik 

turunnya harga 

telur ayam. 

Lebih rinci 

tentang faktor 

penyebab 

fluktuasi harga 

telur ayam dari 

sektor 

pertanian. 

5. Imron Rosyadi 

(Jurnal : 

Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta, 2012 

Maslahah Mursalah 

sebagai dalil Hukum 

Penelitian ini 

sama-sama 

menjelaskan 

tentang definisi 

Mashlahah 

secara 

etimologis 

maupun menurut 

para ahli. 

Pembahasan 

perihal 

Kehujjahan 

Mashlahah 

sebagai dalil 

hukum dibahas 

lebih 

mendalam. 

 

  

B. Kajian lTeori l 

1. Jual lBeli l 

a. PengertianyJualqBeli  

Terdapatybeberapa pengertian jualybeli baik secaraybahasa 

(etimologi) maupunysecara istilah (terminologi). Jualybeli menurut 

bahasa yaituytukar menukarybenda dengan benda dengan adanyatimbal 

balik. Menurut lSayyid lSabiq ljual lbeli ldalam lpengertian llughawinya 

adalah lsalingymenukar l(pertukaran). lKata lAl-Ba’i l(jual) ldan lAsy 

Syiraa l(beli) ldipergunakan lbiasanyaydalam lpengertian lyangysama. 
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Dua lkata lini lmasing-masing lmemiliki lmakna ldua lyang lsatu lsama 

lainnya lbertolak lbelakang. lMenurut listilah, lulama lHanafiyyah 

membagidefinisi ljualybeli lke ldalam lduaymacam, lyaitu ldefinisi 

umum ldan ldefinisi lkhusus. lDefinisi ldalam larti lumumyyaitu ljual 

beli ladalahymenukar lbenda ldengan ldua lmata luang l(emak latau 

perak) ldanysemacamnya, latau ltukar lmenukar lbarang ldengan luang 

atau lsemacamnya lmenurutycara lyang lkhusus. lDefinisi ldalam larti 

khusus lyaituyjual lbeli ltukar lmenukaryharta ldengan lhartaymenurut 

cara lyangykhusus.10 

b. Dasar lHukum lJual lBeli ldalam lIslam l 

Al-bai’ latau ljualybeli lmerupakanyakad lyang ldiperbolehkan, 

halyini lberdasarkan latas ldalil-dalil lyang lterdapat ldalam lAl-Qur’an, 

Sunnah lperkataan l(Sunnah lQauliyyah) l, lserta lSunnah lperbuatan 

(Sunnah lFi’liyyah) ldan lketetapan lRasulullah lSAW l(Sunnah 

Taqririyyah). lJual lbeli lsudahydikenal lmasyarakat lsejakydahulu 

yaitu lzamanypara lnabi. lSejak lsaat litulahyjual lbeli ldijadikan 

kebiasaanyatau ltradisi loleh lmasyarakat lhinggaysaat lini. lAdapun 

dasaryhukum ldisyariatkannya ljual lbeli ldalamyIslam lyaitu: 

1)  lAl-Qur’an 

Al-Qur’an ladalahykalam lAllah lyangyditurunkan loleh-Nya 

melalui lperantaraymalaikat lJibril lke ldalam lhati lRasul ldengan 

lafadz lbahasa larab ldan lmakna-maknanya lyangybenar luntuk 

menjadi lhujjah lbagi lRasul latas lpengakuannya lsebagai lRasul, 

menjadi lundang-undang lbagi lmanusia lyangymengikuti lpetunjuknya 

dan lmenjadi libadah ldengan lmembacanya. 

Jualybeli ladalah lsuatu lperkarayyang ltelahydikenal lmasyarakat 

sejakyzaman ldahulu lyaituysejak lzaman lparaynabi lhingga lsaat lini. 

Allah lmensyariatkan ljualybeli lsebagai pemberianykeluangan dan 

                                                             
10 Desriani, lSkripsi, l“Tinjauan lHukum lIslam ltentang lPerbedaan lHarga ldalam lJual lBeli 
lBahan lPokok ldengan lJumlah lBanyak ldan lSedikit”, l(Lampung l: lIAIN lRaden lIntan l2017) l, 
l17. 
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keleluasaan ldari-Nya luntukyhamba-hamba-Nya. lDalam lsurat lAl-

Baqarah l(2) l layat l275 ldi ljelaskan lsebagai lberikut:   

باَ مَ الر ِّ ُ الْبيَْعَ وَحَرَّ  وَأحََلَّ اللََّّ
Artinya: l“… ldan lAllah ltelah lmenghalalkan ljual lbeli ldan 

lmengharamkan lriba…” 

Riba ladalah lsalah lsatu lkejahatan ljahiliyah lyang lamat lhina. 

Riba ljuga ltidak lsedikit ljuga ldengan lkehidupan lorang lberiman. 

Kalau ldi lzaman lyang lsudah-sudah lada lyang lmelakukan litu, lmaka 

sekarang lkarena lsudah lmenjadi lMuslim lsemua, lhentikanlah lhidup 

yang lhina litu. lKalau ltelah lberhenti, lmaka ldosa-dosa lyang llama 

itu lhabislah lhingga litu, lbahkan ldiampuni loleh lAllah.Dalam layat 

ini, ldiperlihatkan lpula lpribadi lorang lyang lhidupnya ldari lmakan 

riba litu. lHidupnya lsusah lselalu, lwalaupun lbunga luangnya ldari riba 

telah lberjutajuta. lDia ldiumpamakan ldengan lorang lyang lselalu 

kacau ldan lgelisah ldan lresah. lBerdasarkan lpenjelasan ltersebut 

itulah lalasan lmengapa lAllah lmengharamkan lriba ldalam lkehidupan 

manusia. 

Surat lAl-Baqarah l(2) layat l198 lyang lberbunyi: 

نْ رَب ِّكمُْ   ليَْسَ عَليَْكُمْ جُناَحٌ أنَْ تبَْتغَوُا فضَْلًا مِّ
Artinya: ltidak lada ldosa lbagimu luntuk lmencari lkarunia l(rezeki 

hasil lperniagaan) ldari lTuhanmu. 

Surat lAl-Baqarah l(2) layat l282 lyang lberbunyi: 

دوُا إِّذاَ  تبَاَيَعْتمُْ وَأشَْهِّ  
Artinya: “... Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli...” 

Allah lMengetahui llagi lMaha lBijaksana, ltidak lada lyang ldapat 

menolak lketetapan-Nya ldan lAllah ltidak ldimintai lpertanggung 

jawaban latas lapa lyang ltelah lia lkerjakan, ljustru lmerekalah lyang 

akan ldimintai lpertanggungan ljawaban. lDialah lyang lmaha 

mengetahui lsegala lhakikat ldan lkemaslahatan lpersoalan lyang 
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bermanfaat lbagi lhamba-Nya, lmaka ldia lakan lmembolehkannya bagi 

meraka. lKasih lsayang lAllah lkepada lpara lhambanya llebih lbesar 

dari lpada lsayangnya lseorang libu lkepada lbayinya. 

Berdasarkan layat ldiatas ldapat ldisimpulkan lbahwa lAllah lSWT 

memeperbolehkan lkepada lmanusia luntuk lmelakukan ltransaksi ljual 

beli ldemi lmemnuhi lhidupnya. lAkan ltetapi ltentu lsaja ltransaksi jual 

beli litu lharus lsesuai ldengan lkoridor latau lketentuan lyang ltelah 

Allah lSWT lberikan.11 

2) As-Sunnah  

Sunnah merupakan istilah syara’ adalah sesuatu dari Rasul Saw. 

Baik berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan (taqrir). Umat islam 

telah sepakat bahwasannya apa yang keluar dari Rasul Saw. Baik 

berupa perbuatan, perkataan, atau pengakuan dan hal itu dimaksudkan 

sebagai pembentukan hokum islam dan sebagai tuntutan. Serta 

diriwayatkan kepada kita dengan sanad yang shahih yang menunjukan 

kepastian atau dugaan yang kuat tentang kebenarannya, maka ia 

menjadi hujjah atas kaum muslim. Dalam hadits  Rasulullah SAW juga 

disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, sebagaimana hadist 

Rasulullah yang menyatakan: Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’i RA 

bahwasannya Nabi SAW pernah ditanta, “pekerjaan apa yang paling 

baik?”, maka beliau menjawab: “pekerjaan seseorang dengan 

tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Al-Bazzar dan 

dianggap shahih menurut Makim). 

Hadits di atas menunjukan bahwa Rasulullah SAW. Melarang jual 

beli buah yang lsudah lmasak lkarena ldikhawatirkan ltidak laman 

(tahan) ldari lserangan lhama. lLarangan lini lberlaku luntuk lpenjual 

dan lpembelinya.Berdasarkan lhadist-hadist ldi latas ldapat ldilihat 

bahwa ljual lbeli lmerupakan lpekerjaan lyang lpaling lbaik, ldengan 

                                                             
11 Ayu lKomala lSari, lSkripsi, l“ lTinjauan lHukum lIslam ltentang lJual lBeli lTelur lAyam lTanpa 
lCangkang l(Studi lKasus lPasar lTempel lKecamatan lSukarame lBandar lLampung)”, l(Lampung 
l: lIAIN lRaden lIntan l2017) l, 21. 
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ketentuan lbahwa ldalam ltransaksi ljual lbeli lharus ldiikiti ldengan 

sifat ljujur, lamana, ldan ljuga lsaling lridha.12 

3) Ijma’ 

Umat lsepakat lbahwa ljual lbeli ldan lpenekunannya lsudah berlaku 

(dibenarkan) lsejak lzaman lRasulullah lhingga lhari lini. lIjma‟ ladalah 

kesepakatan lmayoritas lmujtahidin ldiantara lumat lislam lpada lsuatu 

masa lsetelah lwafatnya lRasulullah lSAW latau lhukum lsyar‟i 

mengenai lsuatu lkejadian latau lkasus. 

Kaidah lyang ltelah ldiuraikan ldiatas ldapat ldijadikan ldasar latau 

hujjah ldalam lmenetapkan lhukum lberbagai lmasalah lberkenaan 

dengan ljual lbeli. lDari ldasar lhukum lsebagaimana ltersebut ldiatas 

jual lbeli litu ladalah lmubah. lArtinya ljual lbeli litu ldiperbolehkan 

asal lsaja ldidalam ljual lbeli ltersebut lmemenuhi lkebutuhan lyang 

telah lditentukan ldidalam ljual lbeli ldengan lsyarat-syarat lyang 

disesuaikan ldengan lhukum lIslam. 

Kebutuhan lmanusia luntuk lmengadakan ltransaksi ljual lbeli 

sangat lurgen, ldengan ltransaksi ljual lbeli lseseorang lmampu luntuk 

memiliki lbarang lorang llain lyang ldiinginkan ltanpa lmelanggar 

batasan lsyari‟at. lOleh lkarena litu lpraktek ljual lbeli lyang ldilakukan 

semenjak lmasa lRasulullah lSAW, lhingga lsaat lini lmenunjukan 

bahwa lumat ltelah lsepakat lakan ldisyari‟atkannya ljual lbeli. 

Agama lIslam lmelindungi lhak lmanusia ldalam lpemilikan lharta 

yang ldimilikinya ldan lmemberi ljalan lkeluar luntuk lmasing-masing 

manusia luntuk lmemiliki lharta lorang llain ldengan ljalan lyang ltelah 

ditentukan, lsehingga ldalam lIslam lprinsip lperdagangan lyang ldiatur 

dalam lkesepakatan lkedua lbelah lpihak lyaitu lpetani ldan lpembeli. 

Sebagaimana lyang ltelah ldi lgariskan loleh lprinsip lmuamalah, lyaitu: 

1) lPrinsip lkerelaan. 

                                                             
12 Ayu lKomala lSari, lSkripsi, l“ lTinjauan lHukum lIslam ltentang lJual lBeli lTelur lAyam lTanpa 
lCangkang l(Studi lKasus lPasar lTempel lKecamatan lSukarame lBandar lLampung)”, l(Lampung 
l: lIAIN lRaden lIntan l2017) l, l23. 
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2) lPrinsip lbermanfaat. 

3) lPrinsip ltolong lmenolong. 

4) lPrinsip ltidak lterlarang. 

Berdasarkan lkandungan layat-ayat lAllah, lsabda-sabda lRasul dan 

ijma’ ldiatas, lpara lfuqaha lbahwa lhukum lasal ldari ljual lbeli ladalah 

mubah l(boleh). lAkan ltetapi, lpada lsituasi-situasi ltertentu, lhukum 

jual lbeli lbisa lberubah. lJual lbeli lbisa lmenjadi lmandub lpada lwaktu 

harga lmahal, lbisa lmenjadi lmakruh lseperti lmenjual lmushaf, 

berbeda ldengan lImam lAbu lHamid lAl-Ghazali l(W.505H) 

sebagaimana ldikutip ldalam lbukunya lAbdul lAziz lMuhammad 

Azzam lyang lberjudul lfiqih lMuamalah lbahwa lbisa ljuga lmenjadi 

haram ljika lmenjual langgur lkepdada lorang lyang lbisa lmembuat 

arak, latau lmenjual lkurma lbasah lkepada lorang lyang lbisa lmembuat 

minuman larak lwalaupun lsi lpembeli ladalah lorang lkafir. lHukum 

asal ljual lbeli ladalah lboleh, lakan ltetapi lhukumnya lbisa lberubah 

menjadi lwajib, lmandub, lmakruh lbahkan lbisa lmenjadi lharam lpada 

situasi-situasi ltertentu.13 

c. Rukun ldan lSyarat lJual lBeli l 

Jual lbeli ladalah lmerupakan lsuatu lakad, ldan ldipandang 

sah lapabila ltelah lmemenuhi lrukun ldan lsyarat ljual lbeli. lDalam 

buku lFikih lMuamalah lkarangan lRachmat lSyafe’i, lrukun lyang 

pokok ldalam lakad ljual lbeli ladalah lIjab-qabul lyaitu lucapan 

penyerahan lhak lmilik lsi lsatu lpihak ldan lucapan lpenerimaan 

dipihak llain. lYaitu ldengan lmenunjukkan lpertukaran lbarang 

secara lridha, lbaik ldengan lucapan lmaupun lperbuatan. l l l 

Adapun lsyarat ldan lrukun ljual lbeli lmenurut ljumhur 

ulama lada lempat, lyaitu: 

1. l‘Aqid l(penjual ldan lpembeli), ldengan lsyarat lsebagai lberikut: 

                                                             
13 Ayu lKomala lSari, lSkripsi, l“ lTinjauan lHukum lIslam ltentang lJual lBeli lTelur lAyam lTanpa 
lCangkang l(Studi lKasus lPasar lTempel lKecamatan lSukarame lBandar lLampung)”, l(Lampung 
l: lIAIN lRaden lIntan l2017) l,25. 
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a. lCakap lmelakukan lperbuatan lhukum l(baligh/dewasa) ldan 

lberakal lsehat. 

Berdasarkan lsyarat lini lmaka ljual lbeli ldi lbawah lumur 

dan lorang ltidak lberfikiran lsehat, lmenurut ljumhur lulama, 

dianggap ltidak lsah. lAdapun lmenurut lmadzhab lHanafi, lbaligh 

tidak lmenjadi lsyarat lsah ljual lbeli. lKarena litu lanak ldi lbawah 

umur ltetapi lia lsudah lmumayyiz ldapat lmelakukan lakad ljual beli, 

selama ljual lbeli ltersebut ltidak lmemudharatkan ldirinya latau 

persetujuan ldari lwalinya. 

Sedangkan lmenurut lmadhab lShafi’iyah lmengungkapkan 

empat lorang lyang ltidak lsah ljual lbelinya, lyaitu: lanak lkecil baik 

yang lmumayyiz latau lbelum, lorang lgila, lhamba lsahaya 

walaupun lmukallaf ldan lorang lbuta. lApabila lseseorang 

melakukan ljual lbeli ldengan lsalah lseorang ldari lmereka lyang 

empat litu, lmaka ltransaksinya lbatal ldan ldia lharus 

mengembalikan lbarang latau lpembayaran lyang lmasih lmenjadi 

tanggungannya. lAdapun lyang ltelah ldiambil loleh lmereka 

sekiranya lmereka lmenghilangkan lbarang litu, lmaka lbagi lmereka 

tiada lpertanggungjawaban lapa-apa ldan lresiko litu lkembali 

kepada lpemilik lbarang.14 

  b. Kehendak sendiri 

Yaitu keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri. Karena 

apabila akad jual beli itu dilakukan karena terpaksa baik secara fisik 

atau mental, maka menurut jumhur ulama, jual beli tersebut tidak 

sah. Hal tersebut sesuai firman Allah SWT: 

Artinya:  

نْكُمْ    إِّلََّّ أنَْ تكَُونَ تِّجَارَةا عَنْ ترََاضٍ مِّ

                                                             
14 Sri Widiawati, Skripsi, “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Telur Ayam Blorok di Desa 
Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)”, (Ponorogo : IAIN Ponorogo 2020) , 8. 
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“...kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka 

sama-suka di antara kamu..” (QS. Al-Nisa’ (4) : 29) 

c. lKeduanya ltidak lmubazhir 

Maksudnya ladalah lpihak lyang lmengikatkan ldiri ldalam 

lpenjanjian ljual lbeli lbukanlah lmanusia lyang lboros lsebab lorang 

lyang lboros ldalam lhukum ldikategorikan lsebagai lorang lyang 

ltidak lcakap lbertindak. lMaksudnya ldia ltidak lmelakukan lsendiri 

lsuatu lperbuatan lhukum, lwalaupun lkepentingan litu lmenyangkut 

lkepentingan lsendiri. lOrang lboros ldidalam lperbuatan lhukum 

lberada ldibawah lpengampunan lperwalian, lyang lmelakukan 

lperbuatan lhukum luntuk lkeperluannya ladalah lpengampunannya 

latau lwalinya. 

2. Shighat (Ijab dan Qabul) 

Ijab dari segi bahasa berarti pewajiban atau perkenaan, 

sedangkan qabul berarti penerimaan. ijab qabul dalam jual beli bisa 

dilakukan oleh penjual maupun pembeli. Ucapan atau tindakan yang 

lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut ijab, 

kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut 

qabul. Adapun syarat Ijab qabul menurut kesepakatan ulama ialah: 

a. Keadaan ijab qabul berhubungan ldi lsatu ltempat ltanpa 

lperpisahan lyang lmerusak. 

b. lAdanya lkemufakatan lkeduanya lwalaupun llafadz lkeduanya 

lberlainan lpada lbarang lyang lsaling lmereka lrela lberupa lbarang 

lyang ldijual ldan lharga lbarang. lJika lsekiranya lkedua lbelah 

lpihak ltidak lsepakat, ljual lbeli l(akad) ldinyatakan ltida lsah. 

c. lKeadaan lkeduanya ltidak ldisangkut lpautkan ldengan lurusan 

lyang llain. 
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d. lWaktunya ltidak ldibatasi, lsebab ljual lbeli lberwaktu lseperti 

lsebulan latau lsetahun ladalah ltidak lsah.15 

3. lMa’qud l‘alaihi l(benda latau lbarang) 

Para lulama ltelah lmenetapkan lada lempat lsyarat lyang 

harus lada ldalam lMa’qud l‘alaihi, lyaitu: 

a. lBenda lyang ldiperjualbelikan lmerupakan lbarang lyang 

berharga, lyaitu lbarang lyang lsuci ldan lhalal lditinjau ldari laturan 

agama lIslam ldan lmempunyai lmanfaat lbagi lmanusia. 

b. lBenda lyang ldiperjualbelikan lmerupakan lmilik lpenjual. lMaka 

jual lbeli lbarang lyang lbukan lmilik lpenjual lhukumnya ltidak sah. 

Benda ltersebut ldianggap lsebagai lmilik lpenjualnya, lapabila 

praktik ltransaksi ljual lbelinya ldiizinkan loleh lpemiliknya. 

c. lBarang lyang ldiperjualbelikan ldan lharganya lharus ldiketahui 

oleh lpembeli lmaupun lpenjual, lbarang lbisa ldiketahui ldengan 

cara lmelihat lfisiknya, latau lmendengar lpenjelasan ldari lsi 

penjual, lkecuali luntuk lbarang lyang lbila ldibuka lbungkusnya 

akan lmenjadi lrusak. lMaka lsah ljual lbeli ltanpa lmelihat lisinya 

dan lsi lpembeli ltidak lberhak lmengembalikan lbarang lyang 

dibelinya lseandainya ldidapat lisi lrusak, lkecuali ldia 

mensyaratkan ldi lsaat ljual lbeli lakan lmengembalikan lbarang 

tersebut lbilamana lisinya lrusak latau lsi lpenjual lbermaksud 

menipu lsi lpembeli ldengan lcara lmenunjukkan lyang lbagus ldan 

menyembunyikan lyang ljelek. lMaka litu ltermasuk ljual lbeli 

gharar l(penipuan) lyang ldiharamkan lsyariat. lAdapun lharga 

barang lbisa ldiketahui ldengan lcara lmenanyakan llangung lkepada 

si lpenjual latau ldengan lmelihat lharga lyang ltertera lpada lbarang. 

d. lBarang lyang ldijual lada ldan ldapat ldiketahui lketika lakad 

berlangsung lserta ldapat ldiserah lterimakan lkepada lsi lpembeli. 

                                                             
15 lSri lWidiawati, llSkripsi, ll“ llTinjauan llHukum llIslam llterhadap llJual llBeli llTelur llAyam 
llBlorok lldi llDesa llSuren llKecamatan llMlarak llKabupaten llPonorogo)”, ll(Ponorogo ll: llIAIN 
llPonorogo ll2020) ll,8. 
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Apabila lbarang ltersebut ltidak ldapat ldiketahui, lmaka ljual lbeli 

tidak lsah. lAdapun ljual lbeli lsuatu lbarang lyang ltidak ldapat 

dilihat lketika lakad, lboleh ldilakukan ldengan lsyarat lbahwa lsifat-

sifat lbarang ltersebut ldisebutkan l(dijelaskan), lsehingga lpembeli 

merasa lyakin ldengan lsifat-sifat lbarang lyang ldijelaskan tersebut. 

dan ljuga lbenda lyang ldijual lharus lkonkret ldan lada lpada lwaktu 

akad. lBentuk lpenyerahan lbenda ldibedakan lmenjadi ldua lmacam 

yaitu lpada lbenda lyang lbergerak ldan lbneda lyang ltidak 

bergerak. lAdapun lteknis lpenyerahan lbenda lyang lbergerak lada 

ada lbeberapa lmacam, lyaitu: 

1) lMenyempurnakan ltakaran latau lukurannya lbaik ldengan 

ltakaran, ltimbangan ldan lsebagainya luntuk lmenentukan 

lukuran lsesuatu. 

2) lMemindahkannya ldari ltempatnya ljika ltermasuk lbenda 

lyang ltidak ldiketahui lkadarnya lsecara lterperinci lkecuali 

loleh lahlinya, lmisalnya lbenda lyang ldikemas ldalam lbotol 

latau lkaleng. 

3) lKembali lkepada l‘urf l(adat) lsetempat. 

4) lAdappun lpenyerahan lbenda lyang ltidak ldapat lbergerak 

lcukup lmengosongkannya latau lmenyerahkan lsurat latau 

lsertifikatnya.16 

2. Fluktuasi Harga  

a. Definisi Harga l 

Harga lsuatu lproduk lmerupakan lsalah lsatu lpenentu latas 

besarnya lpermintaan lpasar. lHarga lsuatu lproduk lmempengaruhi 

posisi lpersaingan ldi lpasar lpenjualan. lOleh lkarena litu, lharga 

mempunyai lpengaruh lyang lbesar lterhadap lpendapatan. lHarga 

adalah lsejumlah luang ltertentu luntuk lditukarkan ldengan lsatu 

                                                             
16 Sri Widiawati, lSkripsi, l“ lTinjauan lHukum lIslam lterhadap lJual lBeli lTelur lAyam lBlorok 
ldi lDesa lSuren lKecamatan lMlarak lKabupaten lPonorogo)”, l(Ponorogo l: lIAIN lPonorogo 
l2020) l, l8. 
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unit lbarang latau ljasa. lHarga lsuatu lbarang lberarti ljumlah luang 

yang lharus ldiberikan luntuk lmendapatkan lbarang litu. lHarga 

barang-barang atau jasa-jasa terbentuk di pasar oleh karena adanya 

pertemuan antara para pembeli dan para penjual. 

Menurut Prof. Enizar, bahwa harga adalah merupakan lsalah 

satu lunsur lyang lterdapat ldalam ltransaksi ljual lbeli, lyaitu adanya 

harga lyang ljelas ldari lbenda lyang ldiperjualbelikan. 

Secara garis besar, harga ladalah lsejumlah luang luntuk 

ditukarkan ldengan lsatu lunit lbarang latau ljasa, ldan lnilai lsuatu 

produk lyang ldiukur ldengan lmata luang. lDimana lberdasarkan 

nilai ltersebut, lpenjual lbersedia lmelepaskan lbarang latau ljasa 

yang ldimilikinya lkepada lpihak llain ldengan lmemperoleh 

keuntungan ltertentu. lHarga ltersebut lberdasarkan lkesepakatan 

antara lpenjual ldan lpembeli. 

b. Fungsi-Fungsi Harga  

Fungsi-fungsi harga adalah sebagai berikut: 

a. Sebagai alat untuk mengimbangi permintaan dan penawaran 

Bila permintaan bertambah sedang penawaran tetap, maka 

berarti terdapat kelebihan permintaan, sehingga harga akan naik dan  

menyebabkan permintaan turun kembali atau penawaran bertambah, 

akhirnya permintaan berimbang kembali dengan penawaran. Dari 

penjelasan di atas bahwa, jika pemintaan bertambah maka terdapat 

kelebihan permintaan. Sehingga untuk mengimbangi permintaan 

dan penawaran dengan menaikan harga. 

b. Sebagai faktor yang menentukan tinggi rendahnya pendapatan 

Jika harga rendah, maka dengan jumlah pendapatan tertentu 

orang dapat membeli barang yang lebih banyak, yang berarti 

pendapatan riilnya telah naik. Sebaliknya pada tingkat pendapatan 

yang sama terjadi kenaikkan harga, maka jumlah barang yang dapat 

dibeli menjadi berkurang yang berarti pendapatan riilnya turun. 
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Dari penjelasan di atas bahwa, jika harga rendah maka orang 

dapat membeli barang yang lebih banyak. Sebaliknya jika terjadi 

kenaikan harga maka jumlah barang yang di beli berkurang. 

  c. Sebagai alat untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi 

Terhadap faktor-faktor produksi juga ada orang yang 

membutuhkan dan juga yang menawarkan, yaitu terhadap 

faktorfaktortenaga kerja, modal, dan tanah. Dengan adanya harga, 

maka tercapailah suatu perimbangan antara kebutuhan dan 

penawaran dari faktor-faktor poduksi tersebut. 

d. Sebagai syarat alternatif atau pilihan 

Dengan adanya harga-harga, maka orang dengan jumlah 

pendapatan yang dimilikinya dapat menetapkan pemilihan 

barangbarang yang akan dibeli. Dengan memperhatikan harga yang 

berlaku di pasar, orang dapat memperhitungkan barang-barang apa 

yang akan dibeli terlebih dahulu, sesuai dengan kebutuhannya. 

Dari penjelasan di atas bahwa dengan adanya harga-harga 

memudahkan seseorang untuk menetapkan pilihan barang yang 

akan dibeli. Dengan memperhatikan harga yang berlaku di pasar, 

dengan memperhitungkan barang- barang apa saja yang akan dibeli. 

c. Definisi Fluktuasi Harga 

Fluktuasi harga adalah satu perubahan harga khusus yang 

disebabkan oleh mekanisme pasar yang perubahannya berupa 

kenaikan maupun penurunan nilai harga itu sendiri yang bisa 

digambarkan secara grafikal. Terjadinya fluktuasi harga dari 

produk-produk tertentu biasanya ditimbulkan dari kenyataan-

kenyataan yang langsung muncul di masyarakat. Yang mana 

fluktuasi ini terjadi akibat adanya patokan nilai yang dikeluarkan 

oleh pemerintah dan sudah bisa diterima dengan baik oleh 

masyarakat.17 

                                                             
17 Sugi Priharto, “Fluktuasi Harga”, diakses dari https://accurate.id/ekonomi-keuangan/fluktuasi-
harga/, diakses pada 8 Februari 2021. 

https://accurate.id/ekonomi-keuangan/fluktuasi-harga/
https://accurate.id/ekonomi-keuangan/fluktuasi-harga/
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d. Faktor lyang lMempengaruhi lFluktuasi lHarga l 

Naik lturunnya lharga, ldalam lpenentuan lharga latas sebuah 

produksi lakan lberhubungan lerat ldengan lbeberapa lfaktor ldi 

dalamnya lyang lmempengaruhi lterjadinya lfluktuasi lharga ldi 

pasar. 

Adapun lbeberapa lfaktor-faktor lyang lmempengaruhi lterjadinya 

fluktusi lharga ladalah lsebagai lberikut: l 

1. lPenawaran ldan lpermintaan l 

Harga lterbentuk latas lkeseimbangan lantara lkurva 

permintaan ldan lkurva lpenawaran. lHubungan lantara lharga lsuatu 

komoditas ldengan ljumlah lyang ldiminta, lmengikuti lsuatu 

hipotesis ldasar lekonomi lyang lmenyatakan lbahwa lsemakin 

tinggi lharga lsuatu lkomoditas lmaka lsemakin lsedikit ljumlah 

komoditas lyang ldiminta. lSedangkan lhubungan lantara lharga 

suatu lkomoditas ldengan ljumlah lyang lditawarkan lmenyatakan 

bahwa lsecara lumum, lsemakin lrendah lharganya lmaka lsemakin 

rendah ljumlah lyang lditawarkan. 

2. lJumlah lproduksi latau ljumlah lstok l 

Adanya lfluktuasi lharga ldi lpengaruhi ldengan ljumlah 

produksi ldan ljumlah lstok lyang lada lterletak lpada lkehidupan ldi 

masa lyang ldikwatirkan loleh lpenjual lmaupun lpembeli lapabila 

stok ldi lgudang lsedikit lmereka ltidak ldapat lmelanjutkan ljual beli 

dan lpara lkonsumen ltidak ldapat lmemenuhi lkebutuha lsehari-

hari. 

3. lAdanya lkomoditas lsecara lilegal. l 

Adanya lbahan lsembako lyang lmasuk ldi lpasar lsecara 

illegal ldengan lharga lyang lmiring ldapat lmenimbulkan lkerugian 

bagi lpedagang ldan lmembuat lpermasalah lharga lpenyebab 

fluktuasi lsemakin ltinggi. 

4. lBiaya loportunitas l 
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Ongkos lyang lberarti lharga lyang ldi lbayarkan luntuk 

mendapatkan lsuatu lbarang latau ljasa, lseperti ljarak lyang lharus 

di ltempuh ldi ltentukan loleh lharga ldan lbanyaknya lbarang lyang 

di ltentukan loleh lharga lpengiriman. 

5. lFaktor lmusim l 

Musim lyang ljelek lyang lberkepanjangan lseperti kemarau, 

bajir ldan lsebagainyamenjadi lfaktor lalam lyang lmembuat 

terjadinya lfluktuasi lharga ldi lpasar. lKarna lfaktor lala lmini ldapat 

menimbulkan lketidak lpastian lakan ljumlah lstok lyang lada ldan 

pemasukan lbarang lyang lterbengkalai.18 

 

3. Mashlahah 

a. Definisi Mashlahah 

Dalam lbahasa lArab, lmashlahah litu llawan lkata ldari lmafsadah 

yang lberarti lkerusakkan latau lkebinasaan. lShalih llawannya lfasid 

yang lberarti lorang lyang lmerusak latau lmembinasakan. lIstishlah 

yang lberarti lmencari lyang lmashlahah, llawannya listifad lyang berarti 

sesuatu lyang lmengakibatkan lkebaikan latau lkeuntungan. lSuatu 

pekerjaan lyang lmendatangkan lmanfaat luntuk ldiri ldan kelompoknya 

yang ldilakukan loleh lseseorang. lSecara lterminologi, lterdapat 

beberapa ldefinisi lmashlahah lyang ldikemukakan lulama lushul lfiqih, 

yang lpada lprinsipnya lhampir lsama ldengan lImam lAbu lHamid lAl-

Ghazali l(W.505H), lmengemukakan lbahwa lpada lprinsipnya 

mashlahah ladalah lmengambil lmanfaat ldan lmenolak lkemudharatan 

dalam lrangka lmemelihara ltujuan-tujuan lsyara’. lKemudian, lAbdul 

Wahhab lKhallaf, lMashlahah lmursalah, ladalah lsuatu lkemaslahatan 

yang ltidak lditetapkan loleh lsyara’ luntuk mewujudkan suatu hukum 

                                                             
18 Retno lFebriana, lSkripsi, l“Implikasi lFluktuasi lHarga lterhadap lPendapatan ldan lDaya lBeli 
lPedangan l(Studi lPada lPedagang lSembako lPasar lKompindo lKota lMetro”, l(Metro: lIAIN 
lMetro l2018), l13. 



32 
 

yang tidak pula terdapat suatu dalil syara’ yang memerintahkan untuk 

memperhatikannya atau mengabaikannya.19 

b. Pembagian dan Macam-macam Mashlahah  

Para ahli ushul fiqih mengemukakan beberapa pembagian 

mashlahah,jika dilihat dari beberapa segi, Dilihat dari segi kualitas dan 

kepentingan kemaslahatan itu, mereka membaginya kepada tiga macam, 

yaitu: 

a) Mashlahah Al-Dharuriyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan 

dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. 

Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu: 

1) Memelihara agama; 

2) Memelihara jiwa; 

3) Memelihara akal; 

4) Memelihara keturunan; dan 

5) Memelihara harta. 

Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan Al-Mashlahah Al-

Khamsah. 

Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insane yang tidak 

bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan 

tersebut, Allah menyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, 

baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, maupun muamalah Hak 

hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam 

kaitan lini luntuk lkemaslahatan, lkeselamatan ljiwa ldan lkehidupan 

manusia lAllah lmenyariatkan lberbagai lhukum lyang lterkait ldengan 

itu, lseperti lsyariat lQishash, lkesempatan lmempergunakan lhasil 

sumber lalam luntuk ldikonsumsi lmanusia, lhukum lperkawinan luntuk 

melanjutkan lgenerasi lmanusia, ldan lberbagai lhukum llainnya. 

Akal lmerupakan lsasaran lyang lmenentukan lbagi lseseorang 

dalam lmenjalani lhidup ldan lkehidupannya. lOleh lsebab litu, lAllah 

                                                             
19 M. Syakroni, “Metode Mashlahah Mursalah dan Istishlah (Studi tentang Penetapan Hukum 
Ekonomi Syariah), No 1 , (2017):188. 
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menjadikan lpemeliharaan lakal litu lsebagai lsesuatu lyang lpokok. 

Untuk litu, lantara llain lAllah lmelarang lmeminum lminuman lkeras, 

karena lminuman litu lbisa lmerusak lakal ldan lhidup lmanusia. 

Berketurunan ljuga lmerupakan lmasalah lpokok lbagi lmanusia ldalam 

rangka lmemelihara lkelangsungan lmanusia ldi lmuka lbumi lini. 

Untuk lmemelihara ldan lmelanjutkan lketurunan ltersebut lAllah 

menysariatkan lnikah ldengan lsegala lhak ldan lkewajiban lyang 

diakibatkannya. lTerakhir, lmanusia ltidak lbisa ltanpa lharta. lOleh 

sebab litu, lharta lmerupakan lsesuatu lyang ldharuri l(pokok) ldalam 

kehidupan lmanusia. lUntuk lmendapatkannya lAllah lmensyariatkan 

berbagai lketentuanm ldan luntuk lmemelihara lharta lseseorang, lAllah 

mensyariatkan lhukum lpencuri ldan lperampok. 

b) lMashlahah lAl-Hajiyyah, lyaitu lkemaslahatan ldalam 

menyempurnakan lkemaslahatan lpokok lsebelumnya lyang lberbentuk 

keringanan luntuk lmempertahankan ldan lmemelihara lkebutuhan 

mendasar lmanusia. lMisalnya ldiperbolehkan ljual lbeli lsaham 

(pesanan), lkerja lsama ldalam lpertanian l(Muzara’ah) ldan lyang 

lainnya. lKesemuanya ldi lsyariatkan lAllah luntuk lmendukung 

kebutuhan lmendasar lAl-Mashlahah lAl-Khansah ldi 

atas. 

c) lMashlahah lAl-Tahsiniyyah, lyaitu, lkemaslahatan lyang lsifanya 

pelengkap, lberupa lkeleluasaan lyang ldapat lmelengkapi 

kemaslahatan lsebelumnya. lMisalnya, ldianjurkan luntuk lmemakan 

yang lbergizi, lberpakaian lyang lbagus, ldan lberbagai ljenis lcara 

menghilangkan lnajis ldari lbadan lmanusia. lSementara litu, ljika 

dilihat ldari lkandungan lmashlahah, lmaka lia ldapat ldibedakan 

kepada: 

1) lMashlahah lAl-‘Ammah, lyaitu lkemaslahatan lumum lyang 

menyangkut lkepentingan lorang lbanyak. lKemaslahatan lumum litu 

tidak lberarti luntuk lkepentingan lsemua lorang ltapi lbisa lsaja luntuk 

kepentingan lmayoritas lumat. 
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2) lMashlahah lAl-Khashshah, lyaitu lkemaslahatan lpribadi. lDan lini 

sangat ljarang lsekali lseperti lkemaslahatan lyang lberkaitan ldengan 

pemutusan lhubungan lperkawinan lseseorang lyang ldinyatakan hilang 

l(maqfud). 

Sedangkan ljika ldilihat ldari lsegi lberubah latau ltidaknya lmashlahah, 

Mushtafa lal-Syalabi lmembaginya lkepada ldua lbagian, lyaitu: 

1) lMashlahah lAl-Tsabitah, lyaitu lkemaslahatan lyang lbersifat ltetap, 

tidal lberubah lsampai lakhir lzaman. 

2) lMashlahah lAl-Mutaghayyirah, lyaitu lkemaslahatan lyang 

berbubah-ubah lsesuai ldengan lperubahan ltempat, lwaktu, ldan 

subyek lhukum. lKemaslahatan lini lberkaitan ldengan lpermasalahan 

mu’amalah ldan ladat lkebiasaan. 

Selanjutnya, ljika ldilihat ldari lsegi lkeberadaan lmashlahah l, menurut 

syara’ lterbagi lkepada: 

1) lMashlahah lAl-Mu’tabaroh, lyaitu lkemaslahatan lyang ldidukung 

oleh lsyara’. 

Maksudnya lada ldalil lkhusus lyang lmenjadikan ldasar lbentuk ldan 

jenis lkemaslahatan ltersebut. 

2) lMashlahah lAl-Mulghah, lyaitu lkemaslahatan lyang lditolak loleh 

syara’, lkarena lbertentangan ldengan lketentuan lsyara’. 

3) lMashlahah lAl-Mursalah, lyaitu lkemaslahatan lyang 

keberadaannya ltidak ldidukung lsyara’, ldan ltidak lpula 

dibatalkan/ditolak lsyara’ lmelalui ldalil lyang lrinci.20 

c. Kehujjahan Mashalah Mursalah 

 Pada lprinsipnya ljumhur lulama lmenerima lMashlahah lmursalah 

sebagai lsalah lsatu lalasan ldalam lmenetapkan lhukum lsyara’, 

sekalipun ldalam lpenerapan ldan lpenempatan lsyaratnya lmereka 

berbeda lpendapat. lBerikut lini lakan ldiuraikan lpendapat lImam lAbu 

                                                             
20 Muksana Pasaribu, “Mashlahah dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam 
”, No.04, Desember 2014, 356. 
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Hanifah l(W.150H) ldan lulama lHanafiyyah, lAhmad lbin lHambali 

dan lulama lHanabilah, lImam lNajm lal- lDin lAl-Thufi l(W.716H), 

ulama ldzahiriyah, ldan lSyi’ah. 

a. lImam lHanafi ldan lUlama lHanafiyyah. l 

Imam lHanafi ltidakpernah lmenyusun lkaidah lpokok luntuk 

digunakan ldalam lberijtihad. lBeliau lhanya lberfatwa, ldari lfatwa 

inilah lpara ltokoh laliran lmadzhab lini lmerumuskan lkaidah istimbath 

untuk ldigunakan ldalam lijtihad. lMenurut lMuhammad lSa’id 

Ramadhan lal-Buthiy ldikutip ldari ldisertasi lMuardi lChatib, lImam 

Abu lHanifah l(W.150H) litu ltidak lpernah lmenyebut-nyebut 

Mashlahah lmursalah litu ldalam lkaidah lushulnya. 

Para lulama lHanafiyyah lberpegang lpada ldalil lmereka lyang 

disebut listihsan. lBerbagai lmacam lijtihad lyang lmereka llakukan 

menggunakan listihsan lyang lsandarannya lkebiasaan l(adat-istiadat), 

darurat ldan lmaslahat. lKegiatan lini ltidak llain ldari lbersandar lpada 

al-manasib lalmursal, ldengan lmengambil lyang lmaslahat l(istishlah). 

Menurut lkenyataannya lpara lulama lHanafiyyah litu ladalah lmereka 

yang lmenggunakan ldalil listishlah l(mashlahah lmursalah). 

Para lulama lHanafiyyah lmensyaratkan lsuatu lsifat lyang lpantas 

dan llebih lsesuai ldijadikan l‘illat ldalam lsuatu lhukum lyang ldalam 

istilah lushul ldisebut lmuatstsir, ldalam lmemberikan lpengertian 

muatstsir litu, lmereka lmasukkan lmashlahah lmursalah ldalam 

pengertian lal-munasib lalmuatstsir. lDengan ldemikian lberarti lbahwa 

Mashlahah lmursalah lmereka lgunakan ldalam lberistidlal lmeskipun 

mereka ltidak lmenyebutkan listilahitu ldalam ldalil lmereka. 

Menurut lMushthafa lZaid lMuhammad lbin lHasan, lseorang ltokoh 

terkemuka lulama lHanafiyyah lmenetapkan lbahwa lhukum-hukum 

muamalat lberlaku lbeserta lmashlahat, ldalam lkeadaan lada ltidaknya 

maslahat litu. lIni lberarti lpula lbahwa listihsan ldengan lmaslahat litu 

adalah lsemacam listihsan lmenurut lpandangan lImam lAbu lHanifah 

(W.150H), lImam lIbnu lAmir lal- lHaj, lseperti lyang ldikutip loleh 



36 
 

lNasrun lHaroen, lulama lHanafiyyah lmengatakan lbahwa luntuk 

menjadikan lMashlahah lmursalah lsebagai ldalil ldisyaratkan 

mashlahah ltersebut lberpengaruh lpada lhukum. lArtinya, lada layat, 

hadits latau lijma’ lyang lmenunjukkan lbahwa lsifat lyang ldianggap 

sebagai lkemaslahatan litu lmerupakan l‘illat l(motivasi lhukum) dalam 

penetapan lsuatu lhukum, latau ljenis lsifat lyang ldijadikan lmotivasi 

hukum ltersebut ldipergunakan loleh lnash lsebagai lmotivasi lsuatu 

hukum. lMisalnya ljenis lsifat lyang ldijadikan lmotivasi ldalam lsuatu 

hukum ladalah, lRasulullah lSAW. lMelarang lpedagang lmenghambat 

para lpetani ldi lperbatasan lkota ldengan lmaksud lmembeli lbarang 

mereka, lsebelum lpara lpetani lmemasuki lpasar. lLarangan lini 

dimaksud luntuk lmenghindari lkemudharatan lbagi lpetani ldengan 

terjadinya lpenipuan lharga loleh lpara lpedagang lyang lmembeli 

barang lpetani ldi lbatas lkota. 

Menolak lkemudharatan litu ltermasuk ldalam lkonsep lmashlahah 

mursalah. lDengan ldemikian, lulama lHanafiyyah lmenerima 

mashlahah lmursalah lsebagai ldalil ldalam lmenetapkan lhukum: 

dengan lsyarat lsifat lkemaslahatan litu lterdapat ldalam lnash latau 

ijma’ ldan ljenis lkemaslahatan litu lsama ldengan ljenis lsifat lyang 

didukung loleh lnash latau lijma’. lPenerapan lkonsep lmashlahah 

mursalah ldikalanagan lHanafiyyah lterlihat lsecara lluas ldalam 

metode listihsan l(Pemalingan lhukum ldari lkehendak lqiyas latau 

kaidah lumum lkepada lhukum llain ldisebabkan lbeberapa lindikasi). 

b. lImam lMalik lbin lAnas l(W.179H) ldan lUlama lMalikiyya 

Imam lMalik lbin lAnas l(W.179H)tidak lmenyusun lushul 

(kaidah) lyang lakan lbeliau lgunakan lsendiri luntuk lberijtihad ldan 

akan ldigunakan lorang luntuk lmerumuskan lhukum lfiqih lyang lakan 

digunakan lke ldalam lmadzhab lbeliau, ldan lkepada lfatwa lyang 

diriwiyatkan ldari lbeliau. 

Hanya lpara lfuqaha’ ldan lguru-guru lpembawa lmadzhab 

beliau lini ldatang lmembawa lfatwa ldan lpengembangan lhukum yang 
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ldiriwayatkan ldari lbeliaulah lyang lmenggali ldan lmerumuskan 

kaidah ldari lfatwa ldan lpengembangan lhukum litu. lKaidah linilah 

yang ldijadikan lpedoman ldalam lberijtihad lmenurut lini. lKaidah lini 

mereka lbutuhkan; lselanjutnya lmereka ljadikan lpedoman lyang lakan 

mereka lpegang ldalam lberijtihad. lMerekalah lyang lmengatakan 

bahwa ldalam lberijtihad lImam lMalik lbin lAnas l(W.179H) 

berpegang lkepada lmashlahah lmursalah ldan lmenggunakan istihsan. 

Beliau lmenentukan lmashlahah latau l‘illat lyang ltidak lditegaskan 

nash lsyari’at ldengan ljalan lijtihad; lpadahal lImam lMalik lbin lAnas 

(W.179H) lsendiri ltidak lmenjelaskan lyang ldemikian. l 

Sementara lulama lMalikiyya ldianggap lsebagai lulama lfiqih 

yang lpaling lbanyak ldan lluas lmenerapkannya. lBahkan ldikatakan 

Imam lMalik lbin lAnas l(W.179H) ladalah lpelopor ldalam 

menggunakan lmashlahah lmursalah. lMenurut lmereka lmashlahah 

mursalah lmerupakan linduksi ldari llogika lsekumpulan lnash, lbukan 

dari lnash lyang lrinci lseperti lyang lberlaku lqiyas. lImam lSyathibi 

mengatakan lbahwa lkeberadaan ldan lkualitas lmashlahah lmursalah 

itu lbersifat l(qath’i), lsekalipun ldalam lpenerapannya lbisa lbersifat 

zanni l(relatif). l 

Mengenai lkehujjahan lmashlahah lmursalah, lgolongan 

Malikiyy lamengemukakan ltiga lalasan: lpertama, lpraktek lpara 

sahabat ldalam lmenggunakan lmashlahah lmursalah. lMisalnya 

kebijkasanaan lyang ldilakukan lAbu lBakar ldalam lmengumpulan lal- 

Qur’an ldan lmenuliskannya lpada llembaran-lembaran latas lsaran 

Umar, lmemerangi lorang-orang lyang lmembangkang lmembayar 

zakat, ldan lmenunjuk lUmar lbin lKhattab luntuk lmenjadi lkhalifah 

sesudah lbeliau. lKedua, lPutusan lUmar lbin lKhattab lmengenai 

pengesahan ltalak ltiga lyang ldiucapkan lsekaligus ldengan lmaksud 

agar lorang ltidak lmudah lsaja lmenjatuhkan ltalak. lKetiga, lusaha 

Utsman lbin lAffan lmenyatukan lkaum lmuslimin lmempergunakan 

satu lmushaf, ldan llain-lain. 



38 
 

Adanya lmashlahah lmursalah lsesuai ldengan lmaqashid lasy-

syar’, lartinya ldengan lmengambil lmashlahah lberarti lsama ldengan 

melaksanakan lmaqasid las-syar’i ladalah lbatal. lKehidupan lmanusia 

itu lberkembang ldan lkebutuhan lmanusia lberkembang lsesuai 

zamannya. lMaka lseandainya lmashlahah lmursalah ltidak ldiambil 

pada lsetiap lkasus lyang ljelas lmengandung lmashlahah lasy-

syar’iyyah, lmaka lorang-orang lmukallaf lakan lmengalami lkesulitan 

dan lkesempitan. 

c. lImam lSyafi’i l l(W.204H) ldan lUlama lSyafi’iyyah l 
Imam lSyafi’I l(W.204H) lmerupakan limam lmadzhab lyang 

berijtihad lmengambil ljalan ltengah lantara ljalan lyang lditempuh oleh 

Imam lAbu lHanifah l(W.150H) lsebagai limam lahli lra’yu ldan lImam 

Malih lsebagai limam lahli lhadits. lBeliau ltelah lmenyusun lkaidah 

istinbath ldan listidlal lsendiri lyang lbeliau lmuat ldalam lkitab lal-

Risalahnya. lDalam lkitab litu lbeliau ltidak lmenyebut lmashlahah 

mursalah. lBahkan lImam lSyafi’I lmenegaskan lbahwa lyang lbenar 

dalam lapa lyang ldiperintahkan loleh lAllah ldan lRasul-Nya luntuk 

diikuti lialah lperintah litu lditunjukkan lsendiri loleh lnash latau lhasil 

istinbath. l 

Menurut lMustaha lSa’id lal-Khin, lImam lSyafi’i, ltidak 

menerima listishlah lsebagai ldalil lyang lmustaqil, ltidak lseperti 

halnya lijma’ ldan lqiyas. lOleh lkarena litu lmenurut lsebagian lbesar 

ulama, ldia ltidak lmenggunakan lmashlahah lmursalah ldalam lproses 

istinbath lhukum. l 

Beliau ldalam lmemahami lhal-hal lyang ltidak ldisebut ldalam 

nash lAl- lQur’an ldan lAs- lSunnah, lImam lSyafi’i lmemasukkannya 

ke ldalam lQiyas. lMisalnya lia lmengqiyaskan lhukuman lbagi 

peminum lkeras lkepada lorang lyang lmenuduh lzina, lyaitu ldera 

sebanyak l80 lkali, lkarena lorang lyang lmabuk lakan lmengigau ldan 

dalam lpengigauannya ldiduga lkeras lakan lmenuduh lorang llain 

berbuat lzina. lAkan ltetapi lmenurut lWahbah lZuhaili, lImam lSyafi’i 
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dan lulama lSyafi’i lpada ldasarnya lmenggunakan lmashlahah 

mursalah ldalam lporsi lyang lpaling lkecil ljika ldibandingkan ldalam 

tiga limam llainnya. 

Sementara litu lImam lAbu lHamid lAl- lGhazali l(W.505H), 

dalam lkitab lUshul lFiqihnya lmembahas lpersoalan lmashlahah 

mursalah. lIa lmengatakan lada lbeberapa lsyarat lyang ldapat dijadikan 

hujjah ldalam lmengistinbathkan lhukum, lyaitu lmashlahah litu sejalan 

dengan ljenis ltindakan-tindakan lsyara’; lMashlahah litultidak 

meninggalkan latau lbertentangan ldengan lnash lsyara’; lMashlahah 

itu ltermasuk lke ldalam lkategori lmashlahah ldharuri, lbaik 

menyangkut lkemaslahatan lorang lbanyak ldan luniversal, lyaitu 

berlaku lsama luntuk lsemua lorang. 

d. lImam lAhmad lbin lHanbal l(W.241H) ldan lUlama Hanabilah 
Ahmad libn lHanbal l(W.241H) l ldikenal lulama lsebagai lseorang 

Imam lmadzhab lHanbali. lBeliau ljuga ldikenal lsebagai limam lahli 

hadits. lBeliau llebih lsenang lmengamalkan lhadits, lmeskipun lhadits 

mursal. lBeliau lberkata lbahwa lhadits ldha’if llebih lutama ldari 

fikiran l(ra’yu) lseseorang. lAkan ltetapi lmenurut lAbdul lHalim lal- 

Jundiy, lyang ldikutip loleh lMuardi lChatib, lbila lbeliau ltidak 

menemukan lnash, lbeliau lberijtihad ldan lberfatwa lseperti lpara 

sahabat lnabi, ltabi’in ldan lpengikut lmereka lberijtihad ldan lberfatwa. 

Karena lpara lsahabat lnabi, ltabi’in ldan latba’ut ltabi’in lbanyak 

berijtihad lmenggunakan lpertimbangan lmashlahah lmursalah 

meskipun listilah lini lbelum ldikenal lketika litu lImam lAhmad 

mengikuti lcara lmereka ldalam lberijtihad. lBeliau lberamal ldengan 

mashlahah lsebagaimana lmereka lberamal. 

Menurut lulama lushul lfiqih lImam lAhmad lbin lHanbal 

menggunakan lmashlahah lmursalah, lmeskipun ltidak lsemasyhur 

Imam lMalik lbin lAnas l(W.179H). lUlama lHanabilah lmenerima 

mashlahah lmursalah lsebagai ldalil ldalam lmenetapkan lhukum, 

bahkan lmereka ldianggap lsebagai lulama lfiqih lyang lsering 
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menggunakan lmashlahah lmursalah lsebagaimana lyang ldilakukan 

ulama lMalikiyya. lMenurut lmereka lmashlahah lmursalah merupakan 

induksi ldari llogika lsekumpulan lnash, lbukan ldari lnash lyang lrinci 

seperti lyang lberlaku ldalam lqiyas. 

Berikut lini lcontoh lfatwa lulama lHanabilah lyang lberdasarkan 

mashlahah lmursalah, ldi lantaranya ladalah lorang lyang lmenghindari 

dari lkewajiban lzakat ldengan lcara lmengurangi ljumlah lnisab 

dengan lmengeluarkan lsebagian lharta, latau lmenbagi-bagikan litu 

sebelum ltiba lwaktu lwajib lmembayarkannya l(haul), ltetap dikenakan 

wajib lzakat. lPada ldasarnya lJumhur lUlama lmenerima lmashlahah 

mursalah lsebagai lsalah lsatu lmetode ldalam lmengistinbathkan 

hukum lIslam. 

Alasan lJumhur lUlama ldalam l lmenetapkan lmashlahah mursalah 

dapat ldijadikan lhujjah ldalam lmenetapkan lhukum, lantara llain 

adalah lhasil linduksi lterhadap layat latau lhadits lmenunjukkan 

kemaslahatan lbagi lumat lmanusia. l 

Kemudian, lkemaslahatan lmanusia lakan lsenantiasa ldipengaruhi 

perkembangan ltempat, lzaman ldan llingkungan lmereka lsendiri. 

Apabila lsyari’at lIslam lterbatas lpada lhukum-hukum lyang lada lsaja, 

membawa lkesulitan. lJumhur lUlama ljuga lberalasan ldengan merujuk 

kepada lbeberapa lperbuatan lsahabat, lseperti lUmar lbin lKhattab 

tidak lmemberi lbagian lzakat lkepada lpara lmuallaf l(orang lyang baru 

masuk lIslam), lkarena lmenurut lUmar, lkemaslahatan lorang lbanyak 

menuntut luntuk lhal litu. lAbu lBakar lmengumpulkan lal- lQur’an atas 

saran lUmar libn lKhattab, lsebagai lsalah lsatu lkemaslahatan luntuk 

melestarikan lal- lQur’an lpada lsatu llogat lbahasa ldi lzaman lUtsman 

ibn lAffan ldemi lmemelihara ltidak lterjadinya lperbedaan lbacaan lAl-

Qur’an litu lsendiri. 

e. lImam lNajm lal- lDin lAl-Thufi l(W.716H) 
Imam lNajm lal- lDin lal- lThufi l(675- l716H/1276-1316M) 

adalah lseseorang lulama lfiqih ldan lushul lfiqih lmadzhab lHanbali 
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yang ldilahirkan ldi lDesa lThufi, lSharshar, lIrak. lIa ladalah lseorang 

ilmuwan lyang lhaus lterhadap lberbagai lilmu lpengetahuan, lsehingga 

dalam lsejarah ltercatat lia lbelajar lfiqih, lushul lfiqih, lbahasa lArab, 

ilmu lmanthiq, lilmu lkalam, lhadits, ltafsir, lsejarah, ldan lilmu ljadal 

(cara lberijtihad). lPada ltahun l691 lH, lia ltelah lmenghapal lbuku lal-

Muharrarfi lal-Fiqih lal-Hanbali l(kitab lFiqih lrujukan ldalam 

madzhab lHanbali l) ldan lmendiskusikannya ldengan lImam lTaqiy lal-

Din lal-Zarzirat, lulama lbesar lmadzhab lHanbali lketika litu. 

Kebanyakan lgurunya ladalah lulamaulama lbesar lmadzhab lHanbali 

di lzamannya, lsehingga ltidak lmengherankan lal- lThufi ldianggap 

sebagai lpenganut lmadzhab ltersebut. l 

Menurutnya, linti ldari lseluruh lajaran lIslam lyang ltermuat 

dalam lnash ladalah lmashlahah lmursalah l(kemaslahatan) lbagi lumat 

manusia. lKarenanya, lseluruh lbentuk lkemaslahatan ldisyar’iatkan 

dan lkemaslahatan litu ltidak lperlu lmendapat ldukungan lnash, lbaik 

oleh lnash ltertentu lmaupun loleh lmakna lyang lterkandung lpada 

sejumlah lnash. lMashllahah lmenurutnya lmerupakan ldalil lpaling 

kuat lyang lsecara lmandiri ldapat ldijadikan lalasan ldalam 

menentukan lhukum lsyara’. lNamun ldemikian, lal- lThufi ldalam 

menerapkan lpendapatnya litu lterlebih ldahulu lmenghindari lbentuk-

bentuk l‘ibadah lmahdah lsebagai lmateri lijtihad. lAl-Thifi 

menggunakan lmashlahah lmursalah ldalam lbidang lmu’amalah ldan 

semua lhukum lyang llain ldi lluar libadah lmuqaddarah. 

Ada lempat lprinsip lyang ldianut lal- lThufi ldalam 

menerapkan lpendapatnya litu lterlebih ldahulu lmenghindari lbentuk-

bentuk l‘ibadah lmahdah lsebagai lmateri lijtihad. lAl-Thufi 

menggunakan lmashlahah lmursalah lyang lmenyebabkan 

pandangannya lberbeda ldengan ljumhur lulama, lyaitu l: lAkal lbebas 

menentukan lkemaslahatan ldan lkemafsadatan l(kemudharatan), 

khususnya ldalam lbidang lmu’amalah ldan ladat. lUntuk lmenentukan 

sesuatu ltermasuk lmengenai lkemaslahatan latau lkemudharatan cukup 
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dengan lakal. lMashlahah lmerupakan ldalil ldalam lmenetapkan 

hukum. lOleh lsebab litu, luntuk lkehujjahan lmashlahah ltidak 

diperlukan ldalil lpendukung, lkarena lmashlahah litu ldidasarkan 

kepada lpendapat lakal lsemata. lMashlahah lmerupakan ldalil lyang 

paling lkuat. lOleh lsebab litu lia ljuga lmengatakan lapabila lnash latau 

ijma’ lbertentangan ldengan lmashlahah lmursalah lmaka ldidahulukan 

mashlahah ldengan lcara ltakhsish lnash ltersebut l(pengkhususan 

hukum) ldan lbayan l(perincian/penjelasan). 

e. Ulama lDzahiriyyah ldan lSyi’ah 

Penolakan lkehujjahan lmashlahah lmursalah ldatang ldari 

ulama lDzaahiriyyah ldan lSyi’ah. lKalangan lDzahiriyyah ldalam 

memahami lnash lsangat ltekstual. lSehingga lbila lmereka 

menemukan lsuatu lpermasalahan lyang lbelum ldiatur loleh lnash, 

mereka lmengabaikannya ldengan lbegitu lsaja l(tawaqquf), Mereka 

lberpendapat ltidak lboleh lmenerima lsesuatu ltanpa ldalil latau 

lbukti. 

Bagi lKalangan lSyi’ah, lpertimbangan lmashlahah 

mursalah lada ldalam lotoritas lImam. lIjtihad lImam ltersebut 

landasannya ladalah lmashlahah. lAkal ldan lijtihad ldapat 

digunakan lmenentukan lhukum lbila lyang lmenentukannya limam 

mereka. lHasil lijtihad limam ldipandang lterjamin lkebenaranyya, 

karena lmempunyai lsifat lma’shum, lsuci ldari ldosa. 

Bagi lgolongan lyang lmenolak lmashlahah lmursalah 

beralasan lbahwa lmashlahah lyang ltidak ldidukung loleh ldalil 

khusus lakan lmengarah lpada lsalah lsatu lbentuk lpelampiasan dari 

keinginan lhawa lnafsu lyang lcenderung lmencari lkeenakan, 

mashlahah landai lkata ldapat lditerima, lia ltermasuk lke ldalam 

kategori lqiyas ldalam larti lluas. lDan ljika lia ltidak lmu’tabarah 

maka lia ltidak ltermasuk lqiyas, lmengambil ldalil lmashlahah 

tanpa lberpegang lpada lnash lterkadang lakan lberakibat lkepada 

sesuatu lpenyimpangan ldari lhukum lsyari’at ldan ltindakan 
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kedzaliman, lseandainya lkita lmemakai lmashlahah lsebagai 

sumber lhukum lpokok lyang lberdiri lsendiri, lniscaya lhal lini akan 

lmenimbulkan lperbedaan lhukum.21 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
21 M Syakroni, “Metode lMaslahah lMursalah ldan lIstishlah l(Studi ltentang lPenetapan lHukum 
lEkonomi lIslam)”, l lNo.01(2017): l197. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode lpenelitian ladalah lsuatu lkegiatan lilmiah lyang ldilakukan 

secara lbertahap ldimulai ldengan lpenentuan ltopik, lpengumpulan data 

dan lmenganalisis ldata, lsehingga lnantinya ldiperoleh lsutau 

pemahaman ldan lpengertian ltopik, lgejala, latau lisu ltertentu.22 Secara 

umun ltujuan lpenelitian lada ltiga lmacam lyaitu lbersifat lpenemuan, 

pembuktian ldan lpengembangan. lSecara lumum ldata lyang ldiperoleh 

dari lhasil lpenelitian ldapat ldigunakan luntuk lmemahami, 

memecahkan, ldan lmengantisipasi lmasalah.23 Adapun metode yang 

digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

A. Jenis lPenelitian 

Penelitian lini ltermasuk ldalam ljenis lpenelitian lhukum lempiris, 

yaitu lpenelitian ldengan ladanya ldata-data llapangan l(Field Research) 

sebagai lsumber ldata lutama, lseperti lhasil lwawancara ldan lobservasi. 

Penelitian lempiris ldigunakan luntuk lmenganalisis lhukum lyang 

dilihat lsebagai lperilaku lmasyarakat lyang lberpola ldalam lkehidupan 

masyarakat lyang lselalu lberinteraksi ldan lberhubungan ldalam laspek 

kemasyarakatan. lPenelitian lini ldisebut lsebagai lpenelitian lempiris 

karena lpenulis lmelakukan lpenelitian ldan mewawancarai narasumber 

seorang Peternak Telur Ayam di Desa Turirejo Lawang tentang 

fenomena fluktuasi harga telur ayam pada masa pandemi Covid-19 yang 

                                                             
22 Rista Aprilia, Skripsi, “Fluktuasi lHarga ldan lSistem lPengambilan lKeuntungan ldalam lJual 
lBeli lTiket lPesawat lPerspekti lHukum lIslam”, l(Lampung l: lUniversitas lIslam lNegeri lRaden 
lIntan l2017), l21. 
23Sri Widiawati, Skripsi, “ Tinjauan lHukum lIslam lterhadap lJual lBeli lTelur lAyam lBlorok ldi 
lDesa lSuren lKecamatan lMlarak lKabupaten lPonorogo)”, l(Ponorogo l: lIAIN lPonorogo l2020), 
l20. 
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sedang terjadi dan peran Peraturan Menteri Perdagangan serta konsep 

maslahah dalam fenomena tersebut. 

 

B. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini akan membahas tentang fenomena fluktuasi harga 

telur ayam pada masa pandemi Covid-19 yang sedang terjadi dan peran 

Peraturan Menteri Perdagangan serta konsep maslahah dalam fenomena 

tersebut  sehingga penedekatan penelitian yang digunakan oleh penulis 

dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan 

yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan meihat suatu kenyataan 

hukum di dalam masyarakat. Pendekatan ini merupakan pendekatan 

yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi 

sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk 

mengidentifikasi dan menglarifikasi temuan bahan non hukum bagi 

keperluan penelitian.24 Peneliti menggunakan pendekatan yuridis 

sosiologis dengan cara mewawancarai beberapa informan dan 

narasumber yang berhubungan dengan penelitian ini untuk dapat 

menganalisa masalah yang terjadi. 

 

C. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Peternak Telur ayam bernama 

Bapak Djoko Warsito yang berlokasi di Desa Turirejo, Kecamatan 

Lawang yang merupakan tempat yang terdapat peternakan ayam 

yang sedang mengalami fluktuasi harga telur ayam. Penelitian ini 

dilakukan di tempat tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan 

informasi terkait fenomena naik turunnya harga telur ayam yang 

sedang peternak alami serta bagaimana cara peternak menyikapi 

fenomena tersebut.  

 

                                                             
24 Amiruddin, Pengantar lMetode lPenelitian lHukum, l(Jakarta: lPT. lRaja lGrafindo lPersada, 
l2006) l30.   
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D. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian empiris adalah sumber data yang 

datanya berasal dari lapangan.Dalam lpenelitian lini ljenis lsumber 

data lyang ldigunakan loleh lpeneliti lterdiri ldari ldua ljenis,yaitu: l 

1. Data lPrimer 

Bahan hukum primer, adalah sumber data yang diperoleah 

dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data primer 

yang diperoleh melalui wawancara dengan informan yang berkaitan 

dengan objek penelitian yaitu bersumber dari peternak telur ayam di 

Desa Turirejo Kecamatan Lawang, Bapak Djoko Warsito, Ibu 

Rahayuningsih, Bapak Wanto, Bapak Muhammad, Bapak 

Donny,Ibu Ikke Rury,  dan para pihak terkait. 

2. Data Sekunder 

Data lsekunder, ladalah lsumber ldari lbahan-bahan lbacaan 

seperti lbuku, lhasi lpenelitian, ldan llain lsebagainya lyang ldapat 

mendukung ldata lprimer. lData lsekunder lmerupakan ldata 

penunjang lyang lberkaitan ldengan lpenelitian lmengenai pengaruh 

fluktuasi lharga lterhadap lpendapatan ldan ljumlah lpembelian stok 

peternak ltelur layam. 

3. Data Tersier  

Adalah data pendukung terhadap bahan primer dan bahan 

sekunder. Dalam penelitian ini data tersier yang akan peneliti 

gunakan adalah kamus, ensiklopedia, dan data lain yang bisa 

mendukung data lprimer ldan lsekunder. 

E. Metode lPengumpulan lData l 

Cara lyang ldigunakan lpeneliti ldalam lmelakukan 

penelitian untuk mendapatkan data ini disebut sebagai teknik atau 

metode penelitian data. Dengan metode ini, maka pencapaian suatu 

masalah akan menjadi valid.  
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1. Kajian kepustakaan adalah metode pengumpulan data melalui 

membaca dan memahami literatur-literatur lyang lberkaitan ldengan 

tema lpenelitian lini, lyaitu ldiantaranya lkonsep ljual lbeli, konsep 

fluktuasi harga dan faktor-faktornya, peraturan yang mengatur 

tentang acuan bahan poko, konsep Maslahah, dan teori lainnya yang 

berkaitan dengan tema peneliatian ini.  

2. Wawancara adalah metode untuk mendapat informasi dengan cara 

bertanya kepada narasumber atau informan. Pada penelitian ini, 

peneliti menggunakan metode wawancara bebas terpimpin, yaitu 

peneliti menanyakan garis besar hal yang terkait dengan obyek 

penelitian kepada informan.  

 

F. Metode lPengolahan lData l 

1. lPemeriksaan ldata l(editing) 

Pemeriksaan ldata latau lediting ladalah lpengecekan latau 

pengoreksian ldata lyang ltelah ldikumpulkan, lkarena kemungkinan 

data lyang lmasuk latau l(raw ldata) lterkumpul litu ltidak llogis dan 

meragukan. lTujuanya lyaitu luntuk lmenghilangkan lkesalahan-

kesalahan lyang lterdapat lpada lpencatatan ldi llapangan ldan 

bersifat lkoreksi, lsehingga lkekuranganya ldapat ldilengkapi ldan 

diperbaiki. 

2. lSistematika lData l(sistemstizing) 

Bertujuan lmenempatkan ldata lmenurut lkerangka lsistematika 

bahasan lberdasarkan lurutan lmasalah, ldengan lcara lmelakukan 

pengelompokan ldata lyang ltelah ldiedit ldan lkemudian ldiberi 

tanda lmenurut lkategori-kategori ldan lurutan lmasalah.25 

 

  

                                                             
25 Ayu Komala lSari, lSkripsi, l“ lTinjauan lHukum lIslam ltentang lJual lBeli lTelur lAyam lTanpa 
lCangkang l(Studi lKasus lPasar lTempel lKecamatan lSukarame lBandar lLampung)”, l(Lampung 
l: lIAIN lRaden lIntan l2017), l24. 
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3. Verifikasi (Verifying)  

Verifikasi merupakan memeriksa data dan informasi yang diperoleh 

dari lapangan agar keaukaratan data bisa diakui dan digunakan 

dalam penelitian.26 

Dalam proses ini maka peneliti menemui masyarakat di Pasar Sedan 

untuk mengklarifikasi apakah data yang telah ditulis dalam 

penelitian ini sudah lsesuai ldengan lapa lyang ldiberikan loleh 

informan. 

4. Analisis (Analizing)  

Merupakan suatu proses dalam penelitian untuk mencari dan 

menyusun secara sistematis terhadap data yang telah di peroleh dari 

informan, catatan lapangan, dan dokumentasi.27Menurut Saifullah, 

dalam lsebuah lpenelitian lada lbeberapa lalternatif lanalisis ldata 

yaitu: ldeskriptif lkualitatif, ldeskriptif lkomparatif, lkualitatif latau 

non lhipotesis, ldedukatif linduktif, linduktif lkualitatif, lkajian lisi, 

kuantitatif, ldan luji lstatistik.28 

5. Penarikan kesimpulan (Concluding)  

Merupakan tahap terakhir ldalam lproses lpengolahan ldata. lDari 

kesimpulan linilah lyang lmenghasilkan ldata lterkait ldengan ltema 

penelitian. lConcluding lini lmerupakan lkesimpulan ldari lempat 

tahap lsebelumnya lyaitu: lediting, lclassifying, lverifying, dan 

analizing. 
 

G. Metode Analisis Data  

Berdasarkan lketerangan ldi latas, lproses lanalisis ldata ldilakukan 

dengan lcara lberfikir linduktif lyaitu lpengambilan lkesimpulan dimulai 

dari lpernyataan latau lfakta-fakta lkhusus, lmenuju lkesimpulan lyang 

                                                             
26 Nana lSaudjana ldan lAhwal lKusuma, lProposal lPenelitian ldi lPerguruan lTinggi, l(Bandung: 
lSinar lBaru lArgasindo, l2002), l84. l l 
27 lFakultas lSyari’ah lUIN lMaulana lMalik lIbrahim lMalang, lPedoman lPenulisan lKarya lIlmiah 
l(malang: lUIN lPress, l2012), l48. l l 
28 lSaifullah, lBuku lPedoman lMetodologi lPenelitian, l(Malang: lFakultas lSyariah lUIN, l2006), 
l59. 
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bersifat lumum ltetapi ldari ldata latau lfakta lkhusus lyang ldidasarkan 

pengamatan ldi llapangan ldisusun, ldiolah, ldan ldikaji lkemudian 

ditarik lmaknanya ldalam lbentuk lkesimpulan lyang lbersifat lumum.  

Analisis ldalam lpenelitian lini ldilakukan lberdasarkan ldata lhasil 

wawancara ldengan peternak telur ayam di Desa Turirejo, Kecamatan 

Lawang untuk kemudian ditarik kesimpulan umum tentang pengaruh 

fluktuasi harga telur ayam saat pandemic Covid-19 dan peran Peraturan 

Menteri Perdagangan dan konsep Maslahah dalam Fiqih Islam. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Implementasi Peraturan lMenteri lPerdagangan 

lRepublik lIndonesia lNomor l07 lTahun l2020 ldalam 

Fenomena Fluktuasi Harga Telur Ayam saat Pandemi Covid-19 

di Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang  

Produk lpangan lhewani lmerupakan lbarang lnormal ldengan lnilai 

elastisitas lpendapatan lumumnya llebih ltinggi ldari lproduk lpangan 

nabati. lPerubahan lpermintaan lterhadap lproduk lpangan lhewani lebih 

sensitif lterhadap lperubahan lpendapatan lmasyarakat. lKebijakan 

PSBB luntuk lmenekan lpenularan lCovid-19 lmenyebabkan lkegiatan 

distribusi lbahan lbaku lindustri lterhambat ldan lkegiatan lberproduksi 

terhenti. lDampak llanjutan ladalah lmeningkatkan lPHK, lsehingga 

sebagian langgota lmasyarakat lkehilangan lpendapatan ldan ldaya lbeli. 

PHK lyang lterjadi lpada lsektor lindustri ldan ljasa lakibat lkebijakan 

PSBB lsebagian lbesar lmerupakan lkelompok lmasyarakat 

berpendapatan lmenengah lke lbawah. lPSBB ljuga lmembuat lbanyak 

sekali lpenutupan lusaha lyang lberdampak lmulai ldari lusaha lindustri 

kecil lhingga lbesar. 

Pada lkondisi lnormal, lkebutuhan lnasional lproduk lpeternakan 

masih lperlu ldukungan lproduk limpor. lAdanya lpandemi lCovid-19 di 

berbagai lnegara lmemengaruhi lkegiatan lberproduksi ldan ldistribusi 

antarnegara. lSebagai lcontoh, lselama lpandemi lIndia lmelakukan 

lockdown, lsehingga lekspor ldaging lkerbau lIndia lke lIndonesia 

terhambat29. lAdanya lperubahan lpendapatan lmenyebabkan lkurva 

permintaan lbergeser lke lkiri ldan lsecara lteoretis lakan lmenyebabkan 

harga lproduk lmenurun. lDampak lpandemi lterhadap lperubahan 

                                                             
29 Pratama AM, Berita, l“Pandemi lcorona, limpor ldaging lkerbau ldari lIndia lterkendala”. 
lTersedia ldari: lhttps://money.kompas.com/read/2020/05/18/ l194300926/pandemi-coronaimpor-
daging-kerbau-dari-india-terkendala. l(Kompas: l2018) 
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pendapatan lhanya lmenurunkan lharga llkonsumen lltelur lldi 

Indonesia, ltetapi lltidak llterhadap llharga llprodusen. llJelasnya ldapat 

dilihat ldari lnilai lkoefisien lX l(waktu) lsebelum ldan lsaat lpandemi 

pada lpersama llinier. lFaktor llain lyang lmemengaruhi lpermintaan dan 

pasokan ladalah lteknik lpemasaran. lAdanya lkebijakan lPSBB ldi lsatu 

sisi, lsementara ldi lsisi llain lmasyarakat lmembutuhkan lbahan lpangan 

untuk lkehidupan. 

 
Gambar 1. Dinamika lharga ltelur lsebelum ldan lsaat 

lpandemi ldi lbeberapa lprovinsi ldi lIndonesia, lJanuari‒

September l2020 

Fenomena fluktuasi harga yang terjadi pada masa pandemi sempat 

membuat para peternak telur di Desa Turirejo Lawang khawatir. Dalam 

wawancara yang dilakukan di Desa Turirejo Lawang bahwa semua 

peternak sempat khawatir. Bapak Djoko Warsito menyatakan bahwa 

fluktuasi harga yang terjadi pada saat awal pandemi sempat membuat 

beliau panik karena banyak sekali permintaan telur menurun drastis. 

Semua langganan yang ada padanya bahkan tidak memesan dalam 

beberapa bulan sehingga produksi telur yang ada dijual dengan harga 

yang sangat rendah. Seperti yang diungkapkan oleh beliau: 

“Ya panik waktu itu. Permintaan telur yang ada menurun drastis. 
Sempet dengar kabar pandemi itu menutup banyak usaha, eh 
ternyata ikut merasakan ada pelanggan saya yang sudah tidak 
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memesan berbulan-bulan jadi telur yang biasa saya sudah produksi 
untuk kuota dia ya, terpaksa saya jual murah daripada tidak laku.”30 
 

Ibu Rahayuningsih dalam pernyataannya menyatakan bahwa 

fluktuasi harga yang ada saat pandemi terjadi merupakan mimpi buruk 

setiap peternak. Penghasilan tahun 2019 yang masih aman-aman saja 

tiba-tiba menurun pada pertengahan 2020 karena pandemi membuat 

harga telur menurun drastis bahkan sampai tidak laku. Kekhawatiran ini 

sempat membuat Ibu Rahayuningsih menjual telurnya dengan harga 

rugi agar mampu membayar beberapa biaya operasional. Seperti yang 

diuangkapkannya: 

“Dulu aman waktu itu 2019 karena belum ada berita corona. Tapi 
setelah masuk tengah-tengah 2020 itu kerasa banget turunnya 
bahkan sampai busuk banyak yang tidak laku. Ya saya jual rugi buat 
biaya kebutuhan pakan, belum lagi buat bayar orang. Susah sekali 
saat itu.”31 
 
Sementara pada Bapak Wanto, beliau sempat tidak percaya bahwa 

Indonesia telah terdampak pandemi yang mengakibatkan penutupan 

seluruh negara. Selain itu semua pembeli yang sudah biasa menjadi 

pelanggan setia Bapak Wanto menghubungi beliau dan meminta untuk 

tidak mengantar lagi karena usaha mereka yang harus bangkrut. Tentu 

saja bagi Bapak Wanto hal ini menjadi kerugian terbesar yang pernah 

dialaminya selama beternak karena produksi yang ada melebihi kuota 

bahkan tidak terjual. Dalam pernyataannya: 

“Ya gimana mbak dulu itu saya piker corona cuma penyakit biasa. 
Lah kok malah nutup semua jalan sampai satu negara itu jadi 
membuat distribusi telurnya kan susah. Waktu itu ada juga yang 
telepon saya katanya gausah ngirim telur lagi karena usahanya 
bangkrut. Wah itu rugi terbesar saya karena salah satu langganan 
terbesar juga. Akhirnya ya produksi saya jadi saya kurangi.”32 
 

                                                             
30 Djoko Warsito, Hasil wawancara, Lawang. 08 November 2021. 
31 Rahayuningsih, Hasil wawancara, Lawang. 08 November 2021. 
32 Wanto, Hasil wawancara, Lawang. 12 November 2021. 
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Bapak Muhammad menyatakan bahwa fluktuasi harga yang terjadi 

membuat usahanya hampir tutup karena kerugian massif yang terjadi. 

Produksi yang berlebihan dengan tingkat konsumsi yang rendah 

menjadikan banyak telur jarang dibeli meskipun dijual sangat murah, 

dimana harga tersebut benar-benar merugikan peternak. Seperti yang 

diungkapkan oleh beliau: 

“Kacau waktu itu. Pas pertengahan 2020 itu kacau sekali karena 
harganya turun murah sekali sampai saya rugi banyak. Sudah gitu 
banyak telur yang tidak terbeli meskipun dijual sangat murah jadi ya 
merugikan kami peternak seperti ini.”33 
 
Bapak Donny juga sependapat bahwa kerugian yang terjadi pada 

masa pandemi sempat mengkhawatirkan peternak seperti dirinya untuk 

melanjutkan bisnis tersebut atau beralih. Karena banyak sekali peternak 

yang mengalami rugi bahkan rela menjual telurnya di bawah harga 

standar hanya untuk melanjutkan biaya operasional. Hal ini membuat 

peternak menjadi lebih susah, seperti yang diungkapkannya: 

“Pas lihat berita corona pertama terus ada PSBB itu saya khawatir 
sebenarnya untuk melanjutkan bisnis ini karena kan dampaknya 
kayak besar gitu. Apalagi pertengahan tahun itu murah harganya jadi 
rugi kalua dijual. Ya untung-untung nambah biaya operasional. 
Susah sekali waktu itu.”34 
 
Ibu Ikke Rury menyatakan penurunan harga telur karena fluktuasi 

yang terjadi benar-benar tidak pernah beliau perkirakan. Baginya, 

kenaikan atau penurunan harga biasanya dapat diramal oleh beberapa 

peternak. Namun ketika pandemi terjadi, peternak benar-benar tidak 

menyangka bahwa banyak usaha yang akan tutup sehingga hal tersebut 

mengganggu siklus pembelian telur pada beberapa masyarakat. Ibu Ikke 

Rury menyatakan hal tersebut: 

“Tidak pernah terkira. Kalau naik biasanya kan bisa dikira-kira 
seperti waktu lebaran atau hari raya gitu mbak atau penurunannya 
bisa kerasa jauh hari biasanya jadi kita bakal mengurangi produksi. 
Tapi karena pandemi ini tidak bisa diprediksi, apalagi pertengahan 

                                                             
33 Muhammad, Hasil wawancara, Lawang. 09 November 2021. 
34 Donny, Hasil wawancara, Lawang. 09 November 2021. 
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tahun yang harusnya lebaran bisa ramai malah sepi karena banyak 
usaha yang tutup sehingga mengganggu keuntungan kami dalam 
menjual telur kepada masyarakat.”35 
 
Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh fluktuasi harga yang terjadi 

pada peternak sangat mengkhawatirkan para peternak telur Desa 

Turirejo Lawang. Hal tersebut karena produksi yang berlebih dari 

permintaan mengakibatkan penurunan harga yang drastis pada masa 

pandemi sehingga peternak harus menjual rugi banyak hasil telurnya 

untuk membiayai operasional sehari-hari. Melalui hal ini, Pemerintah 

kemudian merespons dengan menerbitkan Peraturan Menteri 

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 untuk 

mengatasi fenomena fluktuasi harga yang terjadi. 

Pemerintah sendiri sebelumnya telah beberapa kali dalam mengatur 

fluktuasi harga seperti salah satunya dengan Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2012 tentang Pangan, dimana Pemerintah Pusat dan Daerah 

bertugas mengendalikan dan bertanggung jawab atas ketersediaan 

bahan pangan pokok dan strategis di seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia36. Pada tahun 2017, Pemerintah menetapkan 

regulasi untuk menciptakan tata niaga beras yang berkeadilan melalui 

penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 57 

Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras serta 

penerbitan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 31 Tahun 

2017 tentang Kelas Mutu Beras. Pengaturan Harga Eceran Tertinggi 

(HET) untuk komoditas beras di dalam Permendag 57 Tahun 2017 telah 

mempertimbangkan struktur biaya yang wajar dalam hal biaya produksi, 

distribusi, keuntungan seluruh pelaku serta biaya lainnya.  Besaran HET 

yang telah ditentukan harus menjadi acuan seluruh pelaku usaha dalam 

pemasaran beras di tingkat eceran. Dalam peraturan ini, pelaku usaha wajib 

mencantumkan:  

                                                             
35 Ikke Rury, Hasil wawancara, Lawang. 09 November 2021. 
36 Pemerintah Pusat, UU. No 18 Tahun 2012. 



55 
 

(a) Label Medium/Premium pada kemasan;  

(b) Label Harga Harga Eceran Tertinggi pada kemasan;  

(c) Ketentuan Harga Eceran Tertinggi dikecual ikan terhadap Beras 

Medium dan Beras Premium yang ditetapkan sebagai Beras Khusus oleh 

Menteri Pertanian.   

Permendag Nomor 57 Tahun 2017 juga mengatur sanksi bagi pelaku 

usaha yang menjual harga beras melebihi Harga Eceran Tertinggi 

dikenai sanksi pencabutan izin usaha oleh pejabat penerbit, setelah 

diberikan peringatan tertulis oleh pejabat penerbit. Peran pemerintah 

dalam melakukan pengendalian harga melalui Peraturan Menteri 

disebabkan oleh harga yang sering fluktuasi dapat mengganggu 

kontinuitas produksi37. 

Peraturan lMenteri lPerdagangan lRepublik lIndonesia lNomor l07 

Tahun l2020 lberisi lbahwa luntuk lmenjamin lketersediaan, lstabilitas ldan 

kepastian lharga ljagung, lkedelai, lgula, lminyak lgoreng, lbawang lmerah, 

daging lsapi, ldaging layam lras, ldan ltelur layam lras, lPemerintah lkembali 

mengatur lketentuan lmengenai lharga lacuan lpembelian ldi ltingkat lpetani 

dan lharga lacuan lpenjualan ldi ltingkat lkonsumen. lSelain litu, lPeraturan 

Menteri lPerdagangan lNomor l96 lTahun l2018 ltentang lHarga lAcuan 

Pembelian ldi lTingkat lPetani ldan lHarga lAcuan lPenjualan ldi 

Tingkat lKonsumen ldirasa ltelah ltidak lsesuai ldengan lperkembangan 

hukum ldi lmasyarakat lketika ldalam lkondisi lkelangkaan lyang terjadi 

pada lsaat lPandemi lCovid-19. lKemudian lberdasarkan lpertimbangan 

tersebut, lDirektur lJenderal lPerdagangan lDalam lNegeri Kementerian 

Perdagangan lmenetapkan lPeraturan lMenteri lPerdagangan ltentang 

Harga lAcuan lPembelian ldi lTingkat lPetani ldan lHarga lAcuan 

Penjualan ldi lTingkat lKonsumen38. 

Peraturan lMenteri lPerdagangan lRepublik lIndonesia lNomor l07 

Tahun l2020 ladalah salah satu langkah yang dilakukan Pemerintah 

                                                             
37 Kementrian Perdagangan. lPeraturan lMenteri lPerdagangan lNomor l57 lTahun l2017. 
38 lKementrian lPerdagangan. lPeraturan lMenteri lPerdagangan lNomor l96 lTahun l2018. 
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Ketika Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian 

Perdagangan kesulitan untuk menstabilkan harga ketika komoditas 

strategis mengalami kelangkaan pasokan di tengah masyarakat39. 

Menurut Suhanto sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri 

Kementerian Perdagangan mengatakan bahwa perubahan harga acuan 

tersebut dilakukan berdasarkan berbagai masukan dari 

Kementerian/Lembaga terkait serta pelaku usaha. Langkah tersebut 

menjadikan acuan harga telur ayam di tingkat petani ikut dinaikkan dari 

Rp 18 ribu sampai Rp 20 ribu per kg menjadi Rp 19 ribu hingga Rp 21 

ribu per kg. Sedangkan di tingkat konsumen naik dari Rp 23 ribu per kg 

menjadi Rp 24 ribu per kg40. 

Respon peternak telur pada Desa Turirejo Lawang mengenai 

Peraturan lMenteri lPerdagangan lRepublik lIndonesia lNomor l07 

Tahun l2020 lcukup sama yakni menyatakan dukungannya. Bapak 

Djoko Warsito menyatakan kesenangannya dengan kenaikan harga telur 

dimana hal tersebut dapat membantu kesejahteraan peternak. 

Menurutnya, hal yang dilakukan oleh Pemerintah sudah tepat karena 

dalam keadaan pandemi ini, banyak sekali peternak yang mengalami 

kerugian karena merosotnya ekonomi hingga fluktuasi harga yang naik 

turun. Beliau juga berpendapat mungkin Peraturan lMenteri 

Perdagangan lRepublik lIndonesia lNomor l07 lTahun l2020 ladalah 

langkah awal untuk pemerintah melakukan regulasi-regulasi lain yang 

mampu mendorong peternak lebih maju. Sebagaimana yang 

disampaikan oleh beliau: 

“Ya saya bersyukur Pemerintah ambil langkah tersebut demi 
menyelamatkan peternak. Bagi saya sudah langkah yang tepat juga 
karena susahnya pandemi ini dan gatau kapan berakhirnya harga 
naik turun. Untuk langkah ini masih bisa dikatakan sebagai awal lah 

                                                             
39 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020. 
40 Septyaningsih, Berita, “Alasan Pemerintah Naikkan Harga Acuan Daging dan Telur Ayam”. 
(Republika: 2020) diakses melalui: https://www.republika.co.id/berita/q5mx7d383/alasan-
pemerintah-naikkan-harga-acuan-daging-dan-telur-ayam. 
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supaya pemerintah bisa melakukan langkah-langkah yang 
mendorong peternak untuk lebih maju.”41 
 
Juga sama dengan pernyataan Ibu Rahayuningsih yang menyatakan 

kesenangannya. Karena selama ini dia merasa peternak dan petani selalu 

di anak tirikan dengan impor yang dilakukan oleh Pemerintah sehingga 

telur kualitas lokal selalu kalah bersaing dengan kualitas impor. Baginya 

peraturan baru ini adalah angin segar bagi para peternak karena telah 

lama sejak adanya peraturan terakhir yang berfokus pada hal ini. 

Baginya, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 

Tahun 2020 masih tahap awal pemerintah membuka mata terhadap 

kesejahteraan peternak dan berharap bisa lebih baik lagi. Seperti yang 

diuangkapkannya: 

“Senang. Karena selama ini kita ini di anak tirikan gitulo, yang 
impor yang lawan perusahaan besar. Tapi peraturan baru ini menjadi 
salah satu angin segar buat kami para peternak karena sudah lama 
tidak ada peraturan yang mengatur ini. Untuk peraturan ini semoga 
bisa menjadi tahap awal pemerintah membuka mata demi 
sejahteranya kami dan pengusaha lain.”42 
 
Hal yang senada juga disampaikan oleh Bapak Wanto, yang 

mengatakan bahwa peraturan tersebut menjadi kabar gembira bagi 

peternak di masa pandemi ini. Terlebih lagi, kompetisi peternak telur 

yang semakin naik menjadikan harga pasar semakin tidak menentu. 

Sehingga langkah ini dinilai Bapak Wanto sebagai salah satu perhatian 

pemerintah yang dirindukan oleh peternak ayam maupun telur. 

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 

2020 yang diberikan baginya juga dirasa cukup karena beliau tahu 

bagaimana keadaan sekarang memang sedang sangat sulit sehingga 

beliau tidak berharap banyak namun kesejahteraan untuk semua 

peternak dan petani di Indonesia. Hal tersebut seperti dalam 

pernyataannya: 

                                                             
41 Djoko Warsito, Hasil wawancara, Lawang. 08 November 2021. 
42 Rahayuningsih, Hasil wawancara, Lawang. 08 November 2021. 
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“Bagi saya ya jadi kabar gembira, mbak. Semua ini akhirnya mampu 
diatasi pemerintah dalam masa pandemi supaya harga tidak terus-
terusan naik turun dan kompetisi peternak jadi sehat. Langkah ini 
dirindukan banyak sekali peternak gitu. Kalau menurut saya, 
peraturan ini saya rasa cukup karena ya gimana keadaan wong lagi 
susah semua gini kan mbak.”43 
 

Bapak Muhammad juga menyatakan kesenangannya terhadap 

langkah pemerintah dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik 

Indonesia Nomor 07 Tahun 2020. Menurutnya, hal ini mampu membuat 

rakyat semakin berkembang terutama terhadap peternak. Namun 

Peraturan lMenteri lPerdagangan lRepublik lIndonesia lNomor l07 

Tahun l2020 ldirasa baginya masih sebagai langkah kecil dan masih 

harus dikembangkan kembali langkah-langkah lain. Seperti dalam 

pernyataannya:  

“Senang sekali. Menyambut dengan baik dan semoga kebijakan kali 
ini mampu membuat rakyat berkembang. Apalagi peternak seperti 
kami. Untuk peraturan ini terlalu kecil ya jika untuk merubah dan 
masih harus ada kebijakan lain yang lebih baik lagi.”44 
 

 Selanjutnya, Bapak Donny juga menganggap bahwa Peraturan 

Menteri lPerdagangan lRepublik lIndonesia lNomor l07 lTahun l2020 

yang diterapkan mampu membantu meringankan beban rakyat kecil 

dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Baginya, Peraturan Menteri 

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 sudah tepat dan 

harus bisa diterapkan kembali yang lebih baik lagi jika terdapat ketidak 

stabilan harga di pasar. Bapak Donny dalam pernyataannya: 

“Baik sekali menurut saya. Kebijakan ini mampu menolong beban 
rakyat kecil untuk kebutuhan pangan. Mungkin peraturan ini sudah 
tepat dan harus diterapkan Kembali kalua terjadi harga naik turun di 
pasar.”45 

 

                                                             
43 Wanto, Hasil wawancara, Lawang. 12 November 2021. 
44 Muhammad, Hasil wawancara, Lawang. 09 November 2021. 
45 Donny, Hasil wawancara, Lawang. 09 November 2021. 
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 Menurut Ibu Ikke Rury, keputusan pemerintah melalui Peraturan 

Menteri lPerdagangan lRepublik lIndonesia lNomor l07 lTahun l2020 

adalah hal yang bagus. Baginya, hal seperti ini perlu ditingkatkan 

kembali karena selain masyarakat kecil, kesejahteraan pengusaha juga 

harus dilestarikan mengingat mereka adalah salah satu roda ekonomi 

negara. Namun baginya, hal ini tetap dirasa masih jauh dari bagaimana 

Pemerintah seharusnya bisa meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Hal 

tersebut diungkapkan oleh Ibu Ikke Rury: 

“Sudah bagus. Perlu ditingkatkan kembali karena tidak hanya 
masyarakat kecil tapi pengusaha juga harus dilestarikan. Penting 
karena kita ini salah satu roda ekomoni negara. Untuk kebijakan ini 
masih jauh ya Mbak. Seharusnya bisa lebih sejahtera kalua 
pemerintah mau bertindak lebih berani lagi.”46  
 

 Berdasarkan hal tersebut, Peraturan lMenteri lPerdagangan 

Republik lIndonesia lNomor l07 lTahun l2020 lyang diberikan 

pemerintah dirasa oleh para peternak sangat membantu mereka dalam 

menetapkan kestabilan harga. Meskipun seharusnya Pemerintah mampu 

memberikan langkah lain yang lebih signifikan, tapi peternak Desa 

Turirejo Lawang cukup senang dengan apa yang dilakukan oleh 

pemerintah. 

B. Pembahasan Konsep Mashlahah Terhadap Implementasi 

Peraturan lMenteri lPerdagangan lRepublik lIndonesia lNomor 

l07 lTahun l2020 ldalam Fenomena Fluktuasi Harga Telur 

Ayam saat Pandemi Covid-19 di Desa Turirejo Lawang 

Implementasi lmaslahah ldalam lkegiatan lekonomi lmemiliki ruang 

lingkup lyang llebih lluas ljika ldibandingkan ldengan limplementasinya 

dalam lbidangbidang llain. lNaṣ-naṣ lterkait lekonomi lpada lumumnya 

bersifat lglobal, lkarena litu lruang lgerak lijtihadnya llebih lluas. 

Sedikitnya lnaṣ-naṣ lyang lmenyinggung lmasalah lyang lterkait dengan 

lkebijakan-kebijakan lekonomi lteknis, lmembuka lpeluang lyang lbesar 

                                                             
46 Ikke Rury, Hasil wawancara, Lawang. 09 November2021. 
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untuk lmengisi lkekosongan ltersebut ldengan lmengembangkan lijtihad 

berdasarkan lprinsip lmaslahah. lBerbeda lhalnya ldengan lbidang-

bidang llain lseperti libadah lyang lbersifat ldogmatik. lDengan 

demikian, lprinsip lmaslahah lmenjadi lacuan ldan lpatokan lpenting 

dalam lbidang lekonomi, lapalagi ljika lmenyangkut lkebijakan-

kebijakan lekonomi lyang lminim ldengan laturan lsyaraʻ lyang lmana 

terjadi lkekosongan laturan lhukum. lUntuk lmengisi lkekosongan 

hukum lharus ldidasarkan lkepada lsituasi ldan lkondisi lyang lsedang 

dihadapi loleh lmasyarakat lmuslim. lOleh lkarena litu, lkeputusan yang 

telah ldiambil luntuk lmengisi lkekosongan lhukum lpada lsuatu lsaat 

dapat lberubah lpada lkondisi lyang llain. lKeputusan lpenguasa tersebut 

harus lsesuai ldengan ltuntutan lkeadaan luntuk lmemperoleh lmaslahah 

demi lterpenuhinya lkepentingan lumat47. 

Pertimbangan lyang lberdasarkan lmaslahah ldalam lmekanisme 

pasar ldapat ldilihat ldalam lkasus lintervensi lharga. lMisalnya, lNabi 

Muhammad lSAW lmenolak lmelakukan lintervensi lharga lketika lpara 

sahabat lmendesaknya lmelakukan lhal ltersebut48. lTetapi ldalam 

situasi ldan lkondisi ltertentu lseperti lterancamnya lkebutuhan 

masyarakat, lterjadinya lmonopoli, lpemboikotan, latau lterjadinya 

kolusi lantar lpenjual, lmaka lIbnu lTaimiyyah lmembolehkan 

pemerintah lmelakukan lintervensi lharga49. lSekilas lkelihatan lbahwa, 

pernyataan lIbnu lTaimiyyah lyang lmemberi lpeluang lkepada 

penguasa luntuk lmelakukan lintervensi lharga lbertentangan ldengan 

apa lyang lmenjadi lketetapan lNabi lMuhammad lSAW. lNamun, 

karena lsituasi ldan lkondisinya lberbeda ldisertai ldengan lpergerakan 

harga lyang ltelah lmerusak lmekanisme lpasar, lmaka lintervensi lharus 

dilakukan lsupaya lharga ltetap lstabil. lAdapun ltujuan lpenguasa 

                                                             
47 Rizal Fahlevi, Jurnal, “Implementasi Mashlahah dalam Kegiatan Ekonomi Syariah”. JURIS 
Volume 14, Nomor 2 (Desember 2015). 229. 
48 Said Sa’ad Marthon, “Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global” (Jakarta: Zikrul Hakim 
2004) . 85. 
49 Mustafa Edwin Nasution, “Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam”. Cet. ke-2. (Jakarta: Kencana. 
: 2007)l. 162-163. 
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dalam lmelakukan lintervensi lpada lsaat litu, lsemata-mata luntuk 

mencegah lterjadinya ltindak lkezaliman ldan latas lpertimbangan 

kemaslahatan. 

Adapun lperbedaan lantara lmekanisme lpasar lIslam ldengan 

mekanisme lpasar lkonvensional lhanya lterletak lpada laspek 

pengawasan. lSepanjang lmekanisme lpasar lberjalan lnormal, 

mengedepankan lkeadilan ldan ltidak lmengancam lterpenuhinya 

kebutuhan lminimal lseluruh lrakyat, lmaka lnegara ldalam lhal lini 

otoritas lekonomi ltidak lakan lmengintervensi lpasar ldalam lbentuk 

apapun. lTetapi, ljika lterjadi lkegagalan lpasar ldi lluar lsebab-sebab 

ketidakadilan ldari lpelaku lpasar, lotoritas lnegara lboleh lmelakukan 

intervensi lsepanjang lkegagalan lpasar ltersebut lmengancam ldan 

merusak lkebutuhan lminimal lrakyat. lUntuk lmenjaga lkemaslahatan 

dan lkestabilan lpasar lmaka ldibentuklah llembaga lhisbah latau 

regulator lpasar lyang lberperan lsebagai lpengawas ldalam lseluruh 

aktivitas lekonomi lyang lberjalan ldi lpasar50. 

Dalam lhal lini, lAli lSakti51 lmenyatakan lbahwa, ltugas llembaga 

hisbah lregulator lpasar lbukan lhanya lsebatas lmengawasi lkegiatan-

kegiatan lpasar, lakan ltetapi ljuga lmemberikan ldan lmenyediakan 

segala lfasilitas lyang ldibutuhkan loleh lpasar luntuk lmemudahkan 

semua lpelaku lpasar. lFasilitas-fasilitas lyang lharus ldisediakan loleh 

lembaga lhisbah lantara llain lberupa llahan lyang lmemadai, 

transportasi, lpenerangan, lpenginapan lbagi lpedagang ldari lluar, ldan 

semua lfalititas lyang lmendukung lkelancaran ltransaksi lpasar. Dengan 

demikian, lkeberpihakan llembaga lhisbah ldalam lmendukung 

keseluruhan laktivitas lyang lmenjadi lkebutuhan lpara lpelaku lpasar 

merupakan lbentuk lmaslahah lyang lakan ldapat lmenekan lsemua 

                                                             
50 Rizal Fahlevi, Jurnal, “IMPLEMENTASI MAṢLAḤAH DALAM KEGIATAN EKONOMI 
SYARIAH”… . 230.  
51 Ali Sakti, “Analisis Teoritis Ekonomi Islam”. (AQSA Publishing , 2007) . 98. 
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hambatan lbagi lsiapa lsaja lyang lingin lmasuk lke lpasar, lsehingga 

kestabilan lmekanisme lpasar ldapat ldiwujudkan. 

Dalam lhal lini, lPemerintah lIndonesia lmelalui lPeraturan lMenteri 

Perdagangan lRepublik lIndonesia lNomor l07 lTahun l2020 ltelah 

melaksanakan lMaslahah lAl-‘Ammah, lyaitu lkemaslahatan lumum 

yang lmenyangkut lkepentingan lorang lbanyak. lKemaslahatan lumum 

itu ltidak lberarti luntuk lkepentingan lsemua lorang ltapi lbisa lsaja 

untuk lkepentingan lmayoritas lumat ldan lMaslahah lAl-Hajiyyah, 

yaitu lkemaslahatan ldalam lmenyempurnakan lkemaslahatan lpokok 

sebelumnya lyang lberbentuk lkeringanan luntuk lmempertahankan ldan 

memelihara lkebutuhan lmendasar lmanusia lseperti lmisalnya 

diperbolehkan ljual lbeli lsaham l(pesanan), lkerja lsama ldalam 

pertanian l(Muzara’ah) ldan lyang llainnya. lDalam lhal lini, 

kemaslahatan lpeternak ldalam lmenyelamatkan lproduksi ltelur telah 

dijalankan oleh pemerintah melalui Perdagangan Republik Indonesia 

Nomor 07 Tahun 2020 dan disambut baik oleh peternak terutama pada 

peternak Desa Turirejo Lawang. 

Namun menurut menurut Prof. Husein Syahatah dalam makalahnya 

yang berjudul Musykilat At-Tawazun Baina Al-As’ar wa Al-Ujur Min 

Mandhur al-Islami52,  ketentuan yang ditetapkan pemerintah mengenai 

penetapan harga tertinggi suatu barang atau jasa untuk mencegah 

kenaikan harga barang atau jasa tersebut masih harus dipertanyakan 

legalitas dan keabsahannya. 

Pasalnya, jual beli berdasarkan prinsip Islam, harus dilandasi oleh 

faktor kerelaan dan suka sama suka (taradhi) antar pedagang dan 

pembeli. Hal ini sesuai dengan ayat ke 29 surah An-Nisa’ (4): 

                                                             
52 Damanhuri Zuhri. Berita. “Pemerintah Kendalikan Harga, Bolehkah?”. (Republika.co.id: 2013) 
diakses melalui: https://www.republika.co.id/berita/miqm19/pemerintah-kendalikan-harga-
bolehkah. 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara 

kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu. “ (QS. An-Nisa’ (4) :29)  

Di satu sisi, penetapan harga tersebut pada dasarnya adalah hak 

penjual. Kesepakatan antarkedua belah pihak akan tercapai lewat proses 

saling tawar menawar. Hukum price control yang dilakukan Pemerintah 

pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 

Tahun 2020 dapat dikatakan legal dan boleh diberlakukan oleh 

pemerintah, bahkan dalam kondisi tertentu bisa menjadi wajib. Opsi ini 

juga merupakan lpandangan lyang ldipilih loleh lulama lMazhab Hanafi, 

Maliki, ldan lHanbali. lMenurut lmereka, lpengendalian lharga lyang 

ditempuh lpemerintah ladalah lkebijakan ltepat lyang lmesti ldiambil. 

Hal lini ldilakukan lPemerintah lmelalui lPeraturan lMenteri 

Perdagangan lRepublik lIndonesia lNomor l07 lTahun l2020 lketika 

terjadi lfluktuasi lharga. lBila lkondisi lini ldibiarkan ltanpa ltindakan 

apapun ldari lotoritas lyang lberwenang, ljustru lakan lmenimbulkan 

goncangan lekonomi ldan lkerugian lpublik. 

Ketentuan ini sesuai dengan kaidah fikih, bahwa bila suatu perkara 

tidak sempurna kecuali menempuh sebuah langkah, maka wajib 

hukumnya (ma la yatimmu al wajib illa bihi fa huwa al wajib). Dalam 

rangka untuk menghilangkan mudarat yang terjadi di masyarakat, maka 

Pemerintah wajib melaksanakan kebijakan demi kemaslahatan umat 

bersama. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Terjadinya fenomena naik turunnya harga bahan pokok, 

terutama telur ayam, sudah menjadi hal wajar yang terjadi 

ditengah-tengah masyarakat, terutama ketika masa pandemic 

covid-19 ini menimpa Indonesia. Peraturan lMenteri 

Perdagangan lRepublik lIndonesia lNomor l07 lTahun l2020 

adalah salah satu langkah yang dilakukan Pemerintah untuk 

menetapkan acuan harga bahan pokok, supaya tidak terjadi 

persaingan harga antar penjual yang begitu mencolok. Peraturan 

Menteri lPerdagangan lRepublik lIndonesia lNomor l07 lTahun 

2020 ldirasa cukup bagi peternak telur ayam karena keadaan 

sekarang memang sedang sangat sulit sehingga tidak dapat 

berharap banyak untuk kesejahteraan semua peternak dan petani 

di Indonesia. 

2. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Maslahah Al-

'Ammah, yaitu kepentingan umum yang berdampak pada 

kepentingan rakyat, berdasarkan perintah Menteri Perdagangan 

Republik Indonesia pada tahun 2020. Keuntungan umum tidak 

berarti keuntungan semua, tetapi keuntungan sebagian besar 

manusia dan maslahah al-hajiyyah, yaitu untuk melengkapi 

keuntungan utama sebelumnya berupa pemeliharaan dan 

fasilitas untuk pemeliharaan. kebutuhan seperti izin jual beli 

saham (pesanan), koperasi pertanian (Muzara’ah). Dalam hal ini, 

keuntungan peternak hemat pemijahan yang diwujudkan oleh 

pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan nomor 07 

tahun 2020 disambut baik oleh para peternak khususnya yang 

ada di Desa Turirejo Lawang. 
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B. Saran  

Kepada peternak telur untuk tetap mengikuti aturan pemerintah atau 

Peraturan Menteri Perdagangan yang telah ada. Dengan tetap 

memperhatikan prinsip syariah dalam transaksi jual belinya. Dan 

bagi pemerintah, meskipun harga pakan tidak diatur dalam suatu 

perundang-undangan atau suatu peraturan tertentu, hendaknya tetap 

mengawasi harga pakan ternak, karena apabila terjadi pelonjakan 

kenaikan harga akan sangat merugikan peternak telur ayam jika saat 

harga telurnya menurun.  
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